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J U T U S A N

NOMOR 56/G. TUN/2001/P. TUN. MKs.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa.
memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada

tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan

sehastai berikut dalam sengketa antara : -

H. ABDUL KARIM BIN H.AMW UNGKA, Pewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
BTN Palu Cipta Blok H 1 No.06 KeZ2rrah
Adatongeng, Kecamatan TurlkaJde. Kabupaten

Maros, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya

bernama :

mjamvddin,s h —

Kewaiganegaraan Indonesia, peker ar Pe

Negeri Sipil. bertempat :/:ggal ii BTN Palu
Cipta Blok h r No.06 X :urahan Anatongeng*
Kecamatan Turi kale. Kabupaten Marom* berdasar
k& Surat Kmea Khusu*, tanggal 29 Agustus
Tiki Nomor 66 SKNTUN 'O0J/P. TUN.Mks, yang di-
bua* dihet. ran | anitera Pengadilan Tara Usaha
E*gara Makassar, yang selanjutnya disebut
sebagal ----------- — mmXfBAT ;

MELAWAN:

/ tm-AlA KAMTIB PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, berkelvdit&an JJ

JaJan A.P.P»ttarmii No.-hai

Ini dimakiil »J#ft kua#tany« bonsma : — — »

/, NA T f A. SH. Jabatan ng
F#ny*lva*ian MajaJdar tint Ka>-;.-p /Vr
tanahum MEVEdeor t = e

J.  M'mfANP~S.S fapata# 'mf $&k*t
feft '‘Jaaaiatt N*,alah 2rr A»r
*tnahtm K B e

- EAMWE]. SH*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. KA S ON G, 5/, Jabatan Kepala Sub Seksj
Pendaftaran Hak dan Informasi Kantor Perta

nahan Kota Makassar ;
4* KAMARUDDINSSH, Jabatan Staf Sub  Seksi
Penyelesaian Masalah Pertanahan Fmtor Per
tanahan Kota Makassar
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07
Nopember 2001 Nomor 030-1620-53*01, yang
selanjutnya disebut sebagai ---------- TERGUGAT :

TJIANG TEK TJONG Alias SALOCONHAKIM,

Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tertempat
tinggal di Jalan Sulawesi No0o*30 Makassar,
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:

1* HE R M AN, SH ;
2, PADEN3 GERVASIUSy SH ;
Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pengacara dan Konsultan Hukum, ber tempat
tinggal di Jalan Serui No*4 (dekat jalan
Sulawesi) Makassary berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 23 Nopember 2001 yang didai-

tarkan d iKepaniteraan Pengadil:
Negara Makassar tanggal 27 Nopember 2001
No,87/SK/TUN/2001/P" ------mmmmmmmmmmmev selanjutnya di-
sebut sebagal--—-----—--—-- TERGUGAT TNTER...

3. RICKY TANDIAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerj

Swasta, bertempat tinggal Jalan
nyukki No.2 Makassar, dalam hal ini diwakili
oleh kuasanya bernama

1. H.ASMAVN ABBAS, SH

2. BRAHMAD, SH ; -----mmme—-
3. ST.RImAEBAH, SH ;

Ketiganya Kewargan,
Jaan Advokat/Penaslhat Hukum pada Kantor

Advoca t/Law Office ASMAUN ABBAS & Rekan", ber

tempat tinggal/berkiwtor di Jalan Sunu

UNHAS Blok F/31Makassar
Kuasa Khusustanggal 20 Nopen
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Usaha
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Usaha Negara Makassar tanggal 27 Nopember
2001 No0.88/SK/TUN/2001/P.TUN.Mks, selanJutnya
disebut sebagai -—-- TERGUGAT INTERVENSI 11 ;

N~V K1MA N, Pewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wira-

swasta, bertempat tinggal di Jalan Baji Dakka
I No. 17, Kelurahan Marlso. Kecamatan Mariso
Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh

kuasanya bernama: ---- - .

1. MURSALIM RAUF, SH ; --= -——- --
2. SYAFRUDDIN.B, SH ; --- -- --

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pengacara/Konsultan Hukum, bertempat tinggal
di Jalan BTN Minasa Upa Blok AB.9/5 Kelurahan
Gunungsari, Kecamatan Rappocini, Makassar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26
Nopember 2001 No.1443/L/X1/2001 yang dilega
lisasi oleh ABDUL MUIS,SH Notaris di Makassar
yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Makassar tanggal 27 Nopem-
ber 2001 No0.87/SK/TUN/2001/PTUN.Mks, selanjut
nya disebut sebagai TERGUGAT INTERVENSI 111 ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; - - --

Telah membaca : ---- ---- -—-- -- -—-

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makas-

sar tanggal 10 September 2001 Nomor 14/FEN.AC/G. TUN/2001/

PTUN.Mks, tentang Fenolakan Acara Cepat ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makas-
sar tanggal 31 Oktober 2001 Nomor 44/PEN.MH/G. TUN/2001/
FTUN.Mks. tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memerik-
sa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ; ---------—---
3. Surat Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar tanggal 01 Nopember 2001 Nomor 34/PEN.PP/TUN/
2001/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan pada hari

KAMIS, tanggal 08 Nopember 2001 tertutup untuk umum ; --—--—-

4., Surat
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M rar Tenetapan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar tanggal 27 Nopember 2001 Nomor 56,/pEN. INV/G. TUN/
2001/PTUN.Mks. tentang dikabulkannya pihak Intervensi
yaitu TJIANG TEK TJONG, RICKY TAND1AWAN dan SUKIMAN seba-

gal pihak Tergugat Intervensi 7, Il dan Ill masuk sebagai

pihak dalam sengketa tersebut

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersang-

kut paut dengan sengketa Ini ;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh para

pihak ;

Telah pula mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh

para pihak
'"TEUTONTCI nL7J3C>LJKNYy\ JPJgN"TC/NIRVI

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tanggal 29 Agusrtus 2001 yang telah terdaftar dl Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 30 Agustus

2001 dilbawah register Nomor 56/G. TUN/2001/P. TUN.Mks. yang di-

perbaiki pada tanggal 15 Nopember 2001
Adapun yang menjadi obyek gugatan adalah sebagal beri-

kut : — -

1. Sertifikat Hak Milik No.M.122/Bira, Gambar Situasi Nomor
1024/1979. luas 12.527 tfi, atas nama TJIANG TEK TJONG

2. Sertifikat Hak Milik No.M. 106/Blra. Gambar Situasi Nivtku*
230/1979, luas 11.167 Matas nama TJIANG TEK TJONG, dan
pecahannya Sertifikat Hak Milik No.l090/Blra* Gambar
Situasi Nomor 894/1994, luas 8.862 Nh\ atas nama RICKY

TANDIAWAN @ — T

$. Sertifikat Hak Milik No,M,20032/Parang Loe, Gambar Situasi
Nomor 31/1999. luas 3,211 tf*. atas mnama SUKIMAN ; —------

4. Sertifikat

Disclaimer
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4. Sertifikat Hak Milik No0.20009/Parang Loe, Gambar Situasi
Nomor 32/1999, luas 4.004 M2, atas nama SUKIMAN : —-—cceemmeeo

5. Sertifikat Hak Milik No.20042/Parang Loe, Surat Ukur Nomor

65/1999, luas 3.958 M2, atas nama SUKIMAN ;
b. Sertifikat Hak Milik No. 141/Bira, Gambar Situasi Nomor 319
/1979, luas 6.757 M2, atas nama EDDY P. dan FREDY SUNABDI;

Adapun yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat

adalah sebagal berikut
1« Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah/empang seluas Kku-
rang lebih 8,45 Ha(depalan koma empat puluh lima hektosre)
Persil No.57 dv Il yang tenletak di Kampung Parang Loe,
Kelurahan Blra, Kecamatan Tamalanrea (dahulu Birlngkanaya)

Kota Makassary dengan batas-batas sebagal berikut : ---—----

- Sebelah Utara, dengan Sawah ;

- Sebelah Timur, dengan Sawah

’

- Sebelah Selatan, dengan Jalan Raya ;

- Sebelah Barat, dengan Jalan Raya ;
2. Bahwa sejak dahulu sampai sekarang> Penggugat menguasai
dan mengusahai tanah/empang tersebut, dan selama ini

Penggugat telah menjual sebahagian tanah/empang Fersil

No.57 dv Il tersebut? kepada masing-masing

a. LIANG HOW, seluas 7.000 M2 ;

b. ABDUL HALIM, seluas 300 M2 ;

c. Drs. H. SULTAN BASO MODI, seluas 3.000 M2

d. H.TOYEB, seluas 2.000 M2

e. YAYASAN NURUL ISLAM, seluas 5.000 M2 *

f. Pemda Tk.lIl Ujung Pandang untuk Jalan masuk Terminal

Kargo, seluas 2.300 M2

g. Negara/Pemerintah ( Terkena Proyek Pembebasan untuk

Jalan Tol) seluas 18.445 M2 ;

Jadi luas tanah/empang Penggugat yang te'ah Penggugat Jual
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~an yang telah dibebalkan oleh Negara eeluas 38.195 Mr

(Tiga Puluh Delapan Elbu Seratus Sembilan Puluh Lima Meter

Persegi) ;

Bahwa uang ganti rugi pembebasan tanah/empang yang terkena
proyek Jalan Tol pada tahun 1992, dan pembebasan Jalan
masuk Terminal Kargo Pemda Tk.Il Ujung Pandang semuanya
diterima sendiri oleh Penggugat, tanpa ada keberatan dari

Pihak-pihak lainnya

4. Bahwa sekarang luas tanah/empang Penggugat setelah dikura-
ngi dengan yang telah dijual kepada pihak-pihak sebagaima-
na Yang telah kami sebutkan pada point 2 (dua), dan ditam-
bah srang terkena Proyek Jalan Tol, dan pembebasan Jalan
masuk Terminal Kargo Pemda Tk. 11l Ujung Pandang, adalah
seluas 47.205 M* (Empat puluh tujuh ribu dua ratus Ilima
meter persegi). Dan selain kepada pihak-pihak yang telah
disebutkan diatas (point 2), Penggugat tidak pernah men-
jual atau memindahkan hak kepada orang lain, serta masih
dikuasai dan diusahal tanah itu sampai sekarang ini;

5. Bahwa pada akhir bulan Juli 2001, tepatnya pada tanggal 25
Juli 2001y dlmana ada oi'ang yangnjAz.;l.IJ(an b;zrencana membeli/
menawarkan tanah/empang Penggugat tersebut dan kami pihak
pemilik merespon penawaran pembeli tersebut, dan selanjut-
nya akan diadakan transaksi Jual beli dihadapan Notaris/
PPAT. tetapi ada orang yang mengklalm/mengakui sebahagian

tanah milik Penggugat tersebut adalah tanahnya dan memper-

lihatkan Sertifikat (obyek gugat)
3. Bahwa dengan adanya Sertifikat-Sertifikat (obyek gugat)
tersebut. Penggugat sangat dirugikan dan untuk memperta-
hankan Hak-Hak Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan
Pembatalan Sertifikat-Sertifikat tersebut yang ada diatas

t wah milik Penggugat. Sesuai Pasal 55 Undang-Undang No.5
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tahun 1936, gugatan ini maolt* -lalam tenggang waktu yang
diatur dalam Undang-Undang. dan sepatutnya gugatan ini
diterima dan diperiksa untuk mendapatkan putusan yang

seadil-adilnya, serta sesuai Peraturan Pertwdang-undangan

yang berlaku ; ------—---- — - - — -
Bahwa penerbitan Sertifikat-Sertifikat ohyektum litis di-
atai* tanah.'empang milik Penggugat tersebut, adalah raced
yuridis dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang
berlaku, serta merupakanperbuatan yang
dari Tergugat, melanggar Pasal 53 ayat 1 dan 2 ra, b dan
c) Undang-Undang No,5 tahun 1980, karena tidak melalui
pn.*0os/p>p0&edusm yang Itenar, dan oJdeh karena diterbitkan
dimtas tanah milik Penggugat, dimana Penggugat tidak
pernah menjual atau nelepas Hak kepada pihak-pihak yang
terset ut namanya dalam Sertifikat-Sertifikat obyek gugat ;
Bahwa penerbitan Sertifikat-Sertifikat obyectm Litis di-
atas tanah milik Penggugat Persil 57 dv 1J, adalah perbua-

tan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha

sewer

Negara (Tergugatyang mgjja semestinya tidak dilakukal

oleh Tergugat, sehinggadapat dikategorikan set

buatan yang melanggar Azas-AzaUrum P

Baik AmBdaa Asas Ketelitian dan kecermatan, karena
error on objecto. Untuk Itu Sertifikat-Sertifikat obyek
gugat yang telah diterbitkan/dlkeluarkan kepada bukan yang

berhak, harus dibatalkan dan dicabut dari dalam buku tanah

Tergugat ;

Bahwa Penerbitan Sertifikat-Sertifikat obyek gugat adalah

cacat hukum dan salah lokasi, seperti

- Sertifikat Hak Milik VPRl Situasi N

I419Rdiatas sawah Persil No.20, 31 SI11-574 ClI ;

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- Sertifikat Hak Milik Mo.M, 106/Blra, Gambar Situasi Nomor
230/1979, dlatas aswah Perail No.20 S.11-404 Cl dan
pecahannya seluas 8.962 tf. Sertifikat Hak Milik
No0.1038/Blra. Gambar Sltuaal Nomor 894/1994 ; —  --—-—--- -

- SertifikatHak Milik No. M. 20032K5urat
Nomor 00005/1999, dlatae sawah Pereli No.20 S11-153 CI ;

- Sertifikat Hak Milik No. e Surat

Nomor32/1P 'l. dlatae sawahPereli SI1-:

Cl ; -

- Sertifikat Hak Milik No0.20042.'Perang Loe. Surat Ukur

Nomor65/1999, dlatae eawah Pereli 31 [

- Sertifikat Hak Milik No.l41/Btra Gambar Situael Nomor
319/1980. dlatae sawahPereli

tanah milik Penggugat adalah berupa tanah empang Pereli

No. 57 Dwll. Kohir No.349 Cl ; -———
Jadi tidak benar Jika diklaim tanah empang
enggugat, dan ldladblah euatu kekeliruan yang
sangat merugikan Penggugat yang dibuat oleh Tergugat,
karenabertindak ceroboh dan tidak teliti. Untuk itu
Tergugat dituntut bertanggung Jawab untuk mengembalikan
batas-batas tanah milik Penggugat tersebut sebagaimana

eedlakala,dan Sertifikat-sertifikat yat. berada dlatae

tanah milikPenggugat tersebut hauslah dibatalkan dan

, dlcat'st dat'l buku tanah milik Tergugat ;

Demikianlah dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dengan

ini seraya ndoldadm Majelis/Hakim memeriksa dan

mengadili sengketa ini, dengan putusan sebagai berikut :-----—---
MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

P. Menyatakan batal/tidak sah

Sertifikat ..
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Sertifikat Hak MIlIIk Ho.M. 122/81ra, Gambar Situasi Nomor
1024/1979. luas 12.327 tf, atas nama TJIANG TFK TJONG /-
Sertifikat Hak Milik No.M, 106/81ra, Gambar Situasi Nomor
230/1979, luas 11.167 tt~. atas nama TJang Tsk .*
serta pecahannya ; ----- — O e —
- Sertifikat Hak Milik No.1088/81ra. Gambar Situasi Nomor
694/1994. luas 8.862 tt:. atas nama RICKY TANPJAWAN ; -
- Sertifikat Hak MIlIk No.M.20032/Parang Loe. Surat Ukur
Nomor 00005/1999. luas 3.211 t£, atas nama SUKIMAN ; -----
Sertifikat Hak MIllIk No.20009/Parang Los, Surat Ukur
Nomor flias 4.004 M'. atas nam dan

JOHNY WIJAYA ; - N *—

~ SertifikatHak MIlIlIk No0.20042/Parang Los, Surat Ukur
Nomor 65/1999, lusa 3.958 3.atas ana SUKIMAN ; ----------
Sertifikat Hak Milik No.141/Blra, uambar Nomor
218/1979, luas 6.757 tf, atas nama EWY P. dan FREDY
/UNARM, vyang dlkeluarkan/dlterbitkan oleh Tergugat
Kepala kantor Pertanahan Kota Makaasar ; — — = ----—-
3- Memerintahkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan
Kota Makassar untuk mencabut dan mencoret Sertifikat-

Sertifikat obyek gugat dari----------- buku tanah mlllk Tergu-

gat ;

4. Mengembalikan batas-batas tanah mlllk Penggugat sebagaima-

na semula ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang tim-
bul dalamsengketa n -
Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menga-
jukan Jawabannya tertanggal 20 Nopember 2001, Tergugat Inter-
vensi |, Tergugat Intervensi Il dan Tergugat Intervensi |11

masing-masing mengajukan Jawabanntertang

2002, yang lIsinya sebagal berikut
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JAWABAN TERGUGAT

IMAM EKSEPSI

Bahwa menyatakan menalak dalil-dalil
gugatan dan tuntutan Penggugat dalam erunat gugatannya
kecuali hal-hal yang secara temaupun
kel>enarannya oleh Penggugat tidak merugikan kepen-
tingan hukum Tergugat ; = —emmmmemmeeo -
Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa dalam
mengajukan gugatan diPengadilan Tata Usaha Neg
yang disyaratkan pada Pasal $5 W Nomor 5 Tahun 1986 Jo
SEMA Nomor  Tanggal *7-1991, oleh karena Sertifikat
Halk N Gambar Situasi Nomor 280 diter-
tanggal 22-03-1979, Sertifikat Hak Milik
20009 'Parang Loe, Surat Ukur Nomor 10, diterbitkan pada
8 Sertifikat Hak Milik 20042/

Ukur Nomor 65, diterbitkan pada tanggal

15 Oktober Sertifikat Hak Milik
Gambar Situasi Nomor 1024/1979 Sertifikat Hak Milik
20032 Loe Surat Ukur Nomor 31/1999. Jadi

alasan atau dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman ,,
Point 5 yang mana baru mengetahui pada 25 Juli 2001 hanya-
lah merupakan dalil atau alaaan untuk menghindar dari
dalt/warsa sesuai dengan apa UuU
Nomor 5 Tahun 1936 :

Bahwa gugatan Penggugattidak sempurna atau tidak
dimana dalam gugatan Penggugat tidak menunjuk batas-batas
yang sebenarnya, dimana dalam gugatan Penggugat sendiri
telah mengakui batas-batas secara keseluruhan sedangkan
lokasi yang telah dijual kepada pihak lain tidak dimasuk-
kan sebagal batas yang sebenarnya pada gugatan yang diaju-

kan . ..
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kan
(rugatan mtan

idapat dlterlma/ditolak

MLAM pokok PERKARA ;

f

Bohb,& Torgufat mohon Kepada Majelis hakim agar mua hal~

bal ilkettmkak n wuld

termasuk mebagis bagian t&am pokok rori*ra ; -— -----

ftehka Tergugut o juruh dalJdj- iai.1 yang dake »
kan  gleh Penggugat kemail terhahal-hal
diakuinya oh hPenggugat tega# thinkmeru
kepentingan htiktm Trigvh - -

S. ildaltikaroleh dalam

aman 2 dan $ adalah guatu argumentasi t ukur,
y&sg talak M**ndxear Mle&mrmye adiJah : =
8 sahm penerbitan Sort that Hak HIllik Jto.ff. iOB/Blra. di
m lahiJ  Komvrmj berdamrim.. PffPA § 7 IMS
teramai dart Permil No.20 SU Koint 4,4 C! yang diurai-
Gaud 'or Situasi 230/1. 11. 1b
tercatat atas nama Abdul Hatih Bin Pir dtmg
kemudian pada tanggai 2 April 190i b rali k i Biky
lerda&arkar Akta Jual &2i fanggal f brua
i 1994 K .M /m /im dihadapm TSites J
dan Buku Tanah ini telah dimatikan di*m>*/
Pengganti No.lOj Bjrr Jan telah diproses
; irdasarkan peraturan paruh g undangan yang | erikku
n irrsedural
- r mpener Svrtif k*t . Milik Mo, 20009/Pm"~muf
Im r memrakan pemisahan dari gertifikat Hak m7/, i
tio. 1249/Bira djuraikan dalrji Gamb--: Cjiimmi mi / *e
? Be tp. ..errri teroata ratas nara r.*,
Buru:n k*s ' i-7.3 psda *-<r*' ®  April iB&H. b&MJih

m
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kepada Munhtar Usahawan berdasarkan Akta Jual Beli
tanggal 21 Desember 1995 No0.643/XII/ERK/iy90 iih&uarcv
rFAl Sitske Limows,SH dan telah diproses beraasarkui:
peraturan perumiang-imdangan yang berlaku dan ”t~ f-
prosedurai
°mtebvra penerbitan Bertlfikat Hak AU u, No0.20'WJ2, larang
Lee diproses melalui Konversi Bekas Tanah M ilik Jndcne-
&la berdasarkan FMPA No. 2. 1962 berasal dari Persil
No. 3j tk; Kohir NO.199 Cl Blok 135 yan- diurairan dalam
Surat Ukur Nomor 0U065/1999 Iluas 3.95: . tercatat
aras nama SUK-MAN telah diproses berdasar'an for. itur-n.
Ferundang-unaangan yang berlaku dan bersifat probeJu
ral
ian-uraian diavas maka bersama i7i Kami
Hatta .bH, dkk selaku Kuasa Khusus Tergugat mohon kepada
hetvasMaselis Hakim berkenan memutus | erkara ins Jenaan amai*
putusan t
esensi
- eneyiss 13- p& Tergugat

Palm JlofailL F--rjsart

~ Henojp-r g, atan Penggugat unti seluruhnya atau setldak-
Y H3nyr?- t a i Pengd Ite
[ } Pengmigat untuk membayar segala biaya yang tim-
bul dalam perini

JAW.RW TERGUGAT IN17RVENSI |
DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan 7'riak A auBelum Berkuasa
Pang, migat :Onbevoegheid Pon .
Bahwa ugaian Peri acalan Sertifikat Hak Milik

Al, Bira, umbar Situasi atas nama
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TJIANG TEK TJONG selaku Tergugat | Intervensi maupun Sertl
fikat Hak Millk atas nama Tergugat Intervensi lainnya,
kesemuanya diajukan pada tanggal 29 Agustus 2001 ; ------—-—-—---
Bahwa pada saat surat gugatan tersebut diajukan ternyata
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1999 sudah berlaku secara efektif
Bahwa ?suai ketentuan Pasal 12 sub a Peraturan
Menteri Negara Agraria./Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 1999, Kewenangan Pe
rian__Hak Atas Afmi itan Sertifikat_ Hak

Afas Janah Yang t Kan a,

-en/Kotamadtva Yang Terdapat Cacat__ Hukum

MenJadi Kewenangan
nm
jBahwa dalam perkara ini tidak ternyata bahwa

Penggugat sudah terlebih dahulu mengajukan keberatan
ataupun usaha-usaha pembatalan Sertifikat Hak Milik atas
nama Tergugat Intervensi melalui Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Selatan sesuai amanat

pasal 12 suh a Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1999 ;

Bahwa oleh karenanya, sesuai amanat pasal 48
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Majelis Hakim hendaknya
mengadili dan memutuskan perkara ini dengan menyatakan
"Pengadilan Tidak atau Belum Berkuasa Mengadili Gugatan

Penggugat (onbevoegdheid Van Den HechterJ ;

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscurl Libelli) ;
Bahwa pada point 1 surat gugatan, Penggugat menda-
lilkan memiliki sebidang tanah empang persil No.57 dv 1|1

seluas 8,45 Ha, berhatasan dlsebelah Utara dengan Sawah
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Timui' dengan Sawah : Selatan dengan Jalan Raya; dan seba-
lah Barat dengan Jalan Raya

Bahwa sebahagian dari tanah tersebut atau tepatnya
seluas 33.195 M* telah dijual dan dibebaskan oleh Negara

(dalil gugatan point 2) sehingga sisanya klInl adalah

seluas 47.205 N2 (Vide : dalil point 4} ;
Bahwa dalil surat gugatan seperti tersebut dlatas
Justru telah memberikan Jawaban yang sangat Jelas tentang

kaburnya surat gugatan Penggugat, sebab

a. tanah milik Penggugat dan yang akan digugat
adalah tanah Empang Persil 57 DV 11, sedangkan tanah
Sertifikat Hak Milik No.122/Bira, Gambar Situasi Nomor
1024/1979, luas 12.527 M2, atas nama Tergugat 1 Inter-
vensi yang menjadi obyek gugat adalah berasal dari
tanah Persawahan Persil 20, 31 SI11-574 Cl ;| -—-mmmmmmmmmoommmu
Adapun fakta dan bukti bahwa tanah Sertifikat Hak Milik
No. 122 Bira atas nama Tergugat | Intervensi adalah
merupakan tanah persawahan tentunya sudah terjawab dan
dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ter-

tanggal 06 Pesember 2001

br Bahwa batas-batas tanah Empang persil 57 DV Il milik
Penggugat sebagaimana tersebut pada dalil gugatan point
1 Jelas dan pasti berbeda dengan tanah Sertifikat Hak

Milik No,122/Bira milik Tergugat | Intervensi yang nota

bemf ; -

- Berasal dari tanah Persawahan Persil 20, 31 S 11-574

Cl ; - -—--
- Diperoleh dari BAMPU/H.BARO BIN BAMPV melalui Jual
Bell dan berbatasan di Utara dengan Sawah kepunyaan

Yaseng. Timur dengan Sawah milik H.Tutu/Dorahling,

Selatan ..........
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Selatan terdapat Sawah milik Rapi Kodde dan dl sebe-

lah Barat dengan tanah Empang kepunyaan H.Karim ; ---—

°s Rahwa batas-batas tanah empang milik Penggugat yang se-
harusnya digugat dalam perkara ini menjadi sangat
rancu> antara batas-batas tersebut pada dal*J veint 1
dengan batas-batas tanah empang tersisa seluas 47,205
tk pada dalil point 4 surat gugatan. Tanah diatas mana
Sertifikat Hak Milik obyek gugat diterbitkan oleh
Tergugat termasuk didalam batas-batas tanah point 1

surat gugatan atau berada didalam batas-batas tanah

tersisa didalam point 4 surat gugatan ;

3, Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (VerJaring) ; -------------
Bahwa dalil gugatan point 5 dan 6 adalah merupakan

sebuah .sla&at Fenggugat untuk menghindari daluwarsa atau
Jgwat.— px vtrysesiial awanat .nasal 55 Undang-Undang Nomor 5
Tahmi”l.986, Adalah tidak logis bahwa Sertifikat Hak Milik
(obyek gugat) yang sudah diterbitkan pada tahun 197§ dan
tanahnya dikuasai secara langsung pada saat itu Juga
bahkan sebelumnya oleh pemilik atau pemegang sertifikat
sedangkan konon kabarnya Penggugat masih memiliki dan
menguasai sebahagian tanah disekitarnya serta didalamnya,

namun baru mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik obyek

gugatan pada tanggal 25 Juli 2001 ;
Sekali lagi, dalil gugatan point 5 dan point 6 adalah

siasat untuk menghindari lewat waktu sesuai amanat pasal

55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala uraian tersebut diatas pada bahagian Eksepsi

adalah merupakan rangkaian tidak terpisahkan dari Jawaban

dalam pokok perkara ini ;
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2. Baliva dalll surat gugatan point 7 dan 8 yang menyatakan
penerhl tan sertiflka t-sertlifikat obyektun litis diatas
tanah Empang milik Penggugat adalah cacad yuridis dan ber-
tentangan dengan Peraturan Pemerintah yang berj adalah
tidak benar dan sangat tidak beralasan hukum, sebab
a. Sertifikat Hak Milik No,12 Blra milik dan atas nama

Tergugat | Intervensi diterbitkan diatas tanah persawa-
han persil 20, 31 S 11-574 Cl, Udak dlterbi tkaiL.jlLa.tas.
Tanah Empang persil 57 DV L piU ik FenggUg&L 7/

b. Prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik Obyekturn Litis
Isudah dilakukan secara benir sesuai peraturan yang
berlaku sehingga tidak dapat dikatakan cacad yuridis
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dimohon

kehadapan Bapak Ketua/MaJdelis Hakim yang memeriksa dan menga-

dili sengketa Tata Usaha Negara ini agar berkenan memeriksa,

mengadili serta menjatuhkan putusannya, dengan menyatakan :—

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat | Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat keseluruhannya atau setidak-
tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima:

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul

dalam sengketa ini

JAWABAN TERGUGAT INTERVENSI 11
A, DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat Intervensi dengan ini menyatakan meno-
lak gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara
tegas dan merupakan pengakuan yang sempurna berdasar-
kan ketentuan hukum, serta tidak merugikan kepentlnag

hukum dari Tergugat Intervensi
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2, Bahwa sesuai dengan gugatan erta perbaikan gugatan
pada halaman 1, oleh P nggugat telah disebutkan secara
tegas sebagal berikut
Adapun yang menjadi obyek gugatan adalah sebagal
berikut

Sertliflkat Hak MI 11k No.106/Blra, Gambar Sl tuasl
Nomor 230/1979, luas 11.167 tk atas nama TJIANG
TEK TJONG, dan Pecahannya Sertifikat Hak Milik
No.1038/Bira, Gamkir Situasi Nomor 894/1994, luas
8-862 IH. atas nama RICKY TANDIAWAN ;
Bahwa selanjutnya dalam uraian petitun butir 2, telah
ditegaskan oleh Penggugat agar Pengadilan Tata Usaha
Negara menyatakan batal/tidak sah yaitu : -
Sertifikat Hak Milik No. 106/Bira, Gambar Situasi
Nomor 230/1979, luas 11.167 tl(n, atas nama TJIANG
TEK TJONG, dan Pecahannya Sertifikat Hak Milik
No.1038/Bira, Gambar Situasi Nomor 894/1994, luas
8,862 atas nama RICKY TANDIAWAN : —
Bahwa dengan uraian tersebut, maka secara hukum yang
menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Kepu-
tusan 'ILata Usaha Negara adalah Sertifikat Hak Mi 7ik
HoMAGELBIra, Gambar__ Sl tuasi Nomor 230/1979.

7.1k z—£Ltas nama TJIANG TEK TJONG. dan Pecahanrjy”®

Hak Milik 73B/Bira, A tuasi
Nomon mL atas nama RICKY
TANDIAWAN ;
Bauwa sehubungan dengan obyek sengketa tersebut,

berdasarkan ketentuan pada pasal 62 ayat (1) butir
d.UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak

dapat diterima atau tidak berdasar ;

Alasan .........
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¢* Bahwa dalam pasal 62 ayat (1) buth' d.UU No.5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan
sebagal berikut
bahwa gugatan yang diajukan itu di-
nyatakan tidak dapat diterima atau tidak
berdasar dalam hal " ;
d. apa yang dituntut Zalar' gugatan sebenarnya
sudah terpenuhi oleh K~putusan Tata Usaha
Negara yang digugat ;
b. Bahwa Sertlfikat Hak MH
Situasi__ Nomor .23.¢¥ 1B7JL-.JLv *.167 th, atas__nama.
TJIANG TEK TJPNG. pada saat gugatan diajukan secara
hukum telah Batal karena telah ditarik dan dinyata-
kan tidak berlaku lagi oleh Kantor Pertanahan Kota
Makassar dengan adanya L.Hak
/Bira Gambar Situasi luas_ BJ362
bh, atas nama RICKY TANDIAWAN ;
c. Bahwa kemudian Sertifikat___ Halc Milik No.1038/Bira.
GambanJSituasi Nomor 894/1994,
nama RISKY .TANBIAWANA juga pada saat gugatan diaju-
kan secara hukum telah Batal karena telah ditarik
dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kantor
Pertanahan Kota Makassar ;

d. Bahwa penarikan Sertifikat Nou

nama.-BIEKY TANDI AWAN tersebut, adalah karena t anya
pecahan sertifikat, yaitu seluas 5,827 M2 tanah

sebagaimanan yang diurai ?ai dalam

Milik. 1L Nomor 7290/1974
luas IH "7 Mt, atas nama , dan tentun-
ya
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nya BUKAN MGJ MILIK Tergugat Intervensi/Ricky

Tandi awan ; ----
Bahwa berdasarkan alasan hukum diatas, maka secara
hukum kedua Keputusan Tata Usaha Negara yang meru-
pakan obyek sengketa yaitu : Sertifikat Nak Milik
No, 10S/Blra, Gambar Sl tuasi Nomor 230/1979, luas
11,167 M, atas nama TJIANG TEK TJONG, serta Peca-
hannya Sertifikat Hak Milik No, 1038/Bira, Gambar
Situasi Nomor 894/1994, luas 8.862 M", atas nama
RICKY TANDTAWAN, telah__ tidak__berlaku__1 L dan
menurut hukm iri&k i obvek

k&lLa Tata_ _Usaha sehingga menurut hukum
gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat
di terima ;

3. Bahwa berdasarkan alasan hukum pada Eksepsi pada butir
2 diatas, maka menurut hukum yang harus menjadi obyek
sengketa adalah Sertifikat Hak Milik No. 1137/Bi
.Gambar Situasi Nomor 7290/1974, 1lvas R,827 bf et
nama__ HERU..SUGIANTO. dan Sertifikat seluas 3.035 ,

yang masih atas nama RICKY TANDIAWAN (kedua sertifikat

akar diajukan dalmm sidang pembuktian) ;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mana menurut hukum

git'stan Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima ; --—-

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam pembahasan Eksej ,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peruba-
han pokok perkara sepanjang hal tersebut mempunyai
relevansi yuridis ;

2. Bahwa N KJTaJdr.MIIE/No. 106,

XgZ£,.._i.U.as .11M167 M*, atas nama — —

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ffcahann liaLMaJL.

£2 JIVA&aj. '34/1994* hum— 6L.Q62 Hi
At - i> i JSZIKj' TAV~ WAN. secar. hukum adalah mev isa-
kan Keputusan kata Usaha Negara yang sah rehintga
‘cars hukum 1llda oat dimohon, n suazu Pembatalan ;
"o U mtanah Srtifi. at Hak Mi11l1 No. 106/Eira, Garniar
Situasi Nomor 230/1979, luas 11.167 If2, atas nama
TJIANG TEK TJONG, berdasarkan Surat Keterangan Lurah
Bira No0.593/133/111/1994, tanggal 30 Maret 1991 yang
diketahui o leh Camat E;iringl anaya, benar adalah Mil ik
TJIANG TEK TIrONG yang kemudian dihadapan Pejabat
Pembuat Akta T-~nah sesuai A'za Jual Beli tanggal 12-2-

1994 No0.94/11/PRK/1994, seluas 8.662 tf dijual kepada

Tergugat In~er”ensi/Ricky Tandlawan ;
4. Bahwa tanah S-~rtifikat Bak MiJdik No. 106/Bira, Gambar
Situasi Nomor 230/1979, luas 11.167 M2, dan Kkarena
2,305 IN terkena pengembangan Jalan Toll, maka sisanya
seliljas 8.862 I]{l?. dan ganti rugi pengembangan Jalan
Toll tersebut diterima oleh TJIANG TEK TJONG, sehingga
sangat tidak berdasar uraian Penggugat tersebut : --—-—--
Berdasarkan uraian diatas. maka dengan ini Tergugat
Intervensi/Eicky Tamilawan memohon Kkiranya Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan mengadili perkara
ini dengan amar putusan sebagal berikut : --——-- He
ti£ RIJLAJLJILLIL

PALM

Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat Inu n\ si, Ricky

Tandlawan : . _ ... . . ... o

- Menyatakan gugatan Penggugat Ditolak atau Tidak Dapat

Diterima
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lenghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini
JAWABAN TERGUGAT INTERVENSI 111
J- e k s e p s i

1- Palam aurat gugatan penggugat menyatakan diri ada
memiliki sebidang tanah/empang seluas * 8.45 Ha persil
No.57 dv Il yang terletak dikampung Parangioe Kelura-
han Blra bahwa pengungkapan hal demikian saja tidak
cukup untuk menggugat pembatalan sertifikat? sebab
penerbitan sebuah yfifikat apa lagi sertifikat hak
milik atas tanah harus pula didasarkan nomor Kkohir,
suatu hal yang Ilumrah. Sebab keberhakan atas tanah
mil.ia acat tidak hanya dibuktikan dengan nomor persil
tetapi harus digandengkan dengan nomor kohiry (dalau}
satu persil tanah dapat dimiliki oleh beberapa orang

dan tanda kepemilikan oleh masing-masing orang itu

ditentukan dengan nomor kohir

Bahwa butir 5 surat gugat dikatakan pada tanggal Po

Ju.2d JOO1 actaorang yang akan berencana membeli tanal
empang Penggugat dan Penggugat keinginan
tersebut, tetapi ada orang yang mengklaim/mengakui
sebagai tanah milikPenggugat tersebut adalah ta
dan memperlihatkansertifikat (obyek

SHM mana

yang diperlihatkan oleh orang yang mengaku Itu dari

(enam) SHM yang dituntut pembatalannya oleh Penggugat,

hal inipenting untuk dipersoalkan berhubug)dq adanya

batasan tenggang waktu 90 hari untuk dapat mengaJukan

gugatan tersebut dalam pasal 55 UU No.5 tahun 1986

sedangkan SHM-SHM vyang dituntut pembatalannya oleh

penggugat .,

21
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Penggugat Itu tidak diterbitkan pada hari yang sama
Dan kalau yang dimaksudkan oleh Penggugat, bahwa yang
diperlihatkan kepadanya pada tanggal 25 Juli 2001 Itu

adalah keenam SHM yang kini digugar, hal demikian

tidak mungkin dapat terjali, sebab pada hari itu
Tergugat Intervensi li T tidak pernah bertemu dengan
Penggugat, barang kali demikian pula halnya dengan
pemegan u-pemegang SHM vyang lain yaitu : TJiang Tek
TJdong ;

Dilihat dari segi ini, maka gugatan Penggugat harus

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk

verklaard) ;
3. Pada butir 2 surat gugatannya Penggugat dengan terus
terang mengatakan SHM-SHM vyang dituntutnya telah
diterbitkan diatas tanah sawah, dengan pernyataan mana
berarti Penggugat sendiri tel~-h mengakui SHM-SHM
tersebut tidak diterbitkan diatas tanah darat yang
didalilkan milik Penggugat persil 57 dv Il ; -
Dilihe dari segi ini maka gugatan Penggugat harus

dinyatakan tidak dapat diterima (Nier ontvankelijk

verklaard)
Telah piua diakui sendiri oleh Penggugat dalam surat
gugatannya bahwa SHM No, 106/Bira, GS No0.230/1979 Jua/
n. 167 M2 atas nama TJiang Tek TJong dan pecahannya
SHM No.1038/Bira, GS No.394/1994 luas 3.362 m' atas
nama Ricky Tandiawan, (lihat surat gugat halaman 1)

Dengan adanya kenvataan ini berarti harus diselesaikan
dulu sengketa hak melalui peradilan umum, apakah pihak
yang mengalihkan memang berhak atas tanah yang kemu-
dian berakibat terjadinya pemecahan sertifikat dan

tidak boleh langsung menuntut pembatalan SHM hasil

pecahan
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Dilihat dari segi ini maka gugatan Penggugat harus

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk

verklaard) ;

Dahwa SHM Nc.20042/Parangioe, surat ukur tanggal 5

Juli 1992 No. 00065 (tersebut pada halaman 1 surat

gugat) ;
Pada saat ini dalam posisi diminta untuk dinyatakan

tj.dak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum

dalam perk Pengadilan

Negeri Makassar atas gugatan Abdul Asis Karggng Ramma
melawan H.Sabbe, S ukiman Kepala K
Kota Makassar dan PPAT Asis Ramalang selaim Tergugat

i, I, 1'll dan IV dengan dalil katanya tanah

dalam SHM tersebut adalah miliknya, persil 31 gy
kohir 215 ClI = -——--

Dengan adanya kenyataan Ini dan sekaligus pula un tuk

terhindar dari kemungkinan tumpang penegakan

hukum, maka seharusnya Penggugat, melakukan . .
intervensi

dalam perkara No.119/Pdt.G/2001/PN.Mks tersebut, untuk

membela kepentingannya sendiri y o - _

Dilihat dari segi ini maka gugatan Penggugat
harus

uinyatakan tidak dapat diterima (Niet
ontvankelijk
i“erklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukak B B
un dalam eksepsi di—

atas, sepanjang ada kaitannya dengan
Jawaban pokok

perkara, disisipkan pula disini, dengan
demlklan

merupakan bagian tidak terpisahkan .
satu sama lain

C. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Intervensi 111 dengan tegas menolak
semua dalil dan alasan Penggugat dalam surat guga-
tannya, sepanjang dalil dan alasan itu merugikan

Tergugat Intervensi 111 ;
°’- Bahwa Tergugat Intervensi 111, bersama-sama dengan
Johny Wijaya telah membeli dari Kingli Hakim sebidang
tanah dalam persil 20 SIlI Blok 135 kohir 574 Cl luas
+4.000 IHn yang terletak di Kelurahan Bira, berdasarkan
Akte Jual Bell yang dibuat dihadapan PPAT, A.Asis
Ramalang tanggal 30 April 1996 No.86/BK/PPAT-B/IV/I996
tanah mana kemudian terurai dalam SHM No0.20009, Kelura
han Parangioe, Surat Ukur tanggal 31 Oktober 1998

No. 32 luas 4.004 IH atas nama Tergugat Intervensi 111

dan Johny Wijaya ;

4. Bahwa Tergugat Intervensi |11 telah membeli dari
H.Bora Badadda sebidang tanah dalam persil 20 S1I Blok
135 CIl luas * 3.430 IH yang terletak di Kelui'ahan
Parangioe berdasarkan Akte Jual Beli yang dibuat
dihadapan PPAT, H.A.Azis Ramalang, tanggang 8 Maret
1999 Nomor 82/BK/PPAT-B/111/1999 tanah mana kemudian
terurai dalam SHM No.20032, Kelurahan Parangloe,
surat ukur tanggal 31 Maret 1999 No.0005/1999 luas
3.211 MI9| atas nama Tergugat Intervensi |11 r

5. Bahwa Tergugat Intervensi telah membeli dari H.Sabbe
(ahli waris dari almarhum Sakka) sebidang tanah dalam
persil 31 SII, kohir 189 Cl luas 3.958 tP yang terle-
tak di Kelurahan Parangloe, berdasarkan Akte Jual Beli
yang dibuat dihadapan PPAT, A.Azis Ramalang tanggal 9
Meli 1999 No. 97/BK/PPAT-B/V/1996, tanah mana kemudian

terurai dalam SHM No0.20042, Kelurahan Parangloe, surat
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ukur tanggal 05 Juli 1999 Na. 00065, 1luas 3.958 tf atas

nama Tergugat Intervensi |11
Bahwa semua persyaratan yang diminta oleh pejabat yang
berwenang untuk diterbitkannya SHM-SHM tersebut pada
butir 3, 4 dan 5 telah dipenuhi oleh Tergugat Inter-
vensi 111, dan oleh karena itu pula penerbitan SHM-SHM

tersebut harus dipandang telah sesuai dengan prosedur

Undang-Cdndang ;
Bahwa demikian pula tanah yang terurai dalam SHM-SHM
tersebut berasal dari tanah sawah ("S") dan bukan
tanah darat/empang ("D” atau "Dw?”), terlebih-lebih
bukan tanah persil No.57 dv Il yang oleh Penggugat
dalam surat gugatannya diakui sebagai miliknya : ----—-—-—--
tL Bahwa dengan demikian, maka tanah-tanah terurai dalam
SHM-SHM tersebut pada butir 3, 4 dan 5 tidak ada

hubungannya sama sekali dengan tanah persil No.57 dv

Il yang dikemukakan oleh Penggugat ;
9. Bahwa memangnya Juga dalajn surat gugatannya Penggugat
dengan terus terang telah membenarkan apa yang kami

katakan pada butir 8 untuk ini dipersilahkan melihat

kembali butir 3 eksepsi
10. Bahwa lebih dari semua apa yang telah dikemukakan di-
atasy Tergugat Intervensi |1l memperoleh fakta, ternya
ta pada tahun 1990 telah terjadi perkara antara H.Ambo
Ungka dkk lawan Haji Abdul Karim selaku Tergugat | dan
Panitia Pembebasan/Pembayaran Ganti Rugi tanah pening-
katan Jalan tol, dengan obyek uang ganti rugi tanah se
banyak + 0,02 Ha yang dikenal Jalan tol, yang menumu
Penggugat | Haji Ambo Ungka merupakan bagiau dari

tanah miliknya, seluas + 8,-45 Ha bergelar Lompoh

Jassa, persil 57 dvV Il yang teriatk dl Kampung Parang
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itv*, hei arahan Blra, yang diperoleh karena dibeli
dengan harga Rp.200.000.- rupiah, dari Haji Mappe
reporti terurai dalam kwiransi pembelian tanggai b
September 1982, sedangkan Tergugat | Haji Abdul Karim*
tanah vyang dikenai Jaian itu adalah pula merupakan
bagian dari ranah miliknya dengan nama Lompo yang sama
luas yang sama dan dibeli dengan orang yang sama dan
pada hari yang sama dengan yang dikemukakan oleh Haji
Ambo Ungka tersebut diatas. Yang berbeda hanya menge-
nai harganya yang menurut Haji Abdul Karim seharga
Rp.100.000r~ seperti terurai dalam surat penjualan
tanggal 5 September 1962, gugatan mana telah dikabul-
kan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pan-
dang tanggal 30 Agustus 1990 No.22/FTS.Pdt.G/1990/
PN.UJ.Pdg, yuncto putusan Pengadilan Tinggi Ujung
Pandang tanggal 17 Pesember 1990 No.350/Pdt 1990 PT.

UJ.Pdgy yang semula dimohonkan kasasi oleh Haji Abdul

Karim, tetapi kemudian dicabut ; — -
Bahwa baik alat bukti yang penting yang diajukan oleh
Penggugat Haji Ambo Ungka berupa kwitanal pembelian
tanggad 5 September 1982 diberi tanda P~1 maupun alat
bukti yang paling penting yang diajukan oleh Tergugat
T Haji Abdul Karlm berupa surat penjualan tanggal 5
September 1962 diberi tanda T.1-1, telah dipertimbang-
kan dipernllal oleh Hakim Pengadilan Negeri dari
haiaman 24 dan seterusnya) ; ~

Henimtmng, bahwa setelah rlhak mengajukan bukti bukti
hoik bukti Penggugat maupun Tergugat 1 dan Tergugat
Mmimh&ng* bahm dari beberapa bukti yang diajukan,
Feng&dilm periu nenmbahas terlebih dahulu mengenai

bukti P t yaitu kwitansi pembayaran harga empang*
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Lompe Jassa tertanggal 8 September 1962 dari Hadi Ambo
Ungka (PembaJj tanah empang) ; - —-o— —— v -
(Pembeli tanah empang tersebut sekarang Penggugat)
dengan Haji Happe (penjual tanah empang) dan untuk
selanjutnya membahas pula bukti T.J-i surat penjualan

tm*tanggal 5 September 196° seharga Rp.100.000,-

(seratus ribu rupiah)
Penimbang. bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan
terlebih dahulu dua surat bukti tersebut karena titik

rat pembuktian ada pada kedua surat bukti tersebut
ang menyangkut keberadaan tanah empang yang diganti
i r‘ljgian puen;ngka.ttan WJéIan toll tersebut yang maslng~
gasing, bukti ada tanda tangan penjualnya ; -----------mmmmmm-
Penimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat vyaitu
P~1 berupa kwitansl pembayaran harga empang Lompo
Jassa di Parangioe distrik Rfra Haros, seharga
Rp.200,000. - tertanggal 5 September 1962 ; -------—mmmmmmmmmv
Berdasarkan keterangan saksi 1 dari Penggugat
MOH. BAJJURI HAPP~. dJbawah sumpah menerangkan bahwa
empang yang diambil oleh pemerintah itu adalah empang
yang dibeli oleh Haji Ambo Ungka (Penggugat-J) dari
MAPPF pada tahun 1962, luasnya * 8 Ha ; --— = -~ ~
Saksi menerangkan bahwa i\ada saat transaksi Jual beli
empang (obyek sengketa), saksi menyaksikan sendiri dan
sakml yang mehJkinkm kwitansJnya dengan harga yang
ifimepakatl sebesar Rp*200*000* ~ (dua ratus ribu ru-
piah) kmudlm dJtanda tanganf orang tuanya yaJdtu
PmJdmJ empang sal tu Haji Happe dengan pesan kepada
saksi agar saksi tfan adik-adiknya Jangan menuntut
karmn* telah dijual kepada Haji Ambo Ungka i

Saksi mrnyangSkkl tanda tangan ayahnya swig ada pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 27
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat Tergugat yaitu T.lI-1 karena berbeda dengan

yang ada dalani kwitansi penjualan dan sake mengenal

tanda tangan ayahnya ;
Menimbang, bahwa saksi menerangkan bahwa ia mengetahui
adanya penawaran oleh Haji Ambo Ungka pertama

Rp.150,000,-, kedua Rp.175,000,-, karena tidak mau

kurang maka dibayar Rp.200.000,- ;
Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut diragukan
oleh karena Tergugat | dengan alasan bahwa pada saat
kwitansi ditanda tanagni oleh Haji Mappe, lelaki
Dg.Ropu belum ada ditempat (dirumah saksi) penanda
tanganan pada waktu sore Kkira-kira Jaim 17. 00 sore ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut cukup dapat
dipercaya karena saksi adalah anak dari penjual empang
yaltu Haji Mappe yang dijual pada haji Ambo Ungka
{Penggugat 1) beserta saksi-saksi lain dan saksi
mengetahui sendiri adanya transaksi antara ayahnya

dengan Penggugat 1 Haji Ambo Ungka dan saksi mendengar

sendiri pesan ayahnya
Keterangan saksi Drs. Muh.Amin dibawah sumpah menerang-
kan bahwa : Empang yang letaknya di Kelurahan Bira

luas 8,45 Ha dibeli oleh Haji Ambo Ungka dari Haji

Mappe (obyek sengketa) ; -

Bahwa saksi mendengar sendiri dari Tergugat | haji

Abdul Karim pada tahun 1975
Saksi menyangkali kalau Haji Abdul Karim yang beli
karena saksi sering membantu Haji Ambo Ungka (Penggu-
gat | ) demikian pula Haji Arafah untuk membantunya

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut
dapat dipercaya dan Justru saksi mendengar sendiri

dari Haji Abdul Karim anayY dari Haji Ambo Ungka yang
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sekai'ang Tergugat 7, dan sakai sering bekerja membantu

Haji Ambo Ungka ; —
Saksi Abu Bakar dlbawah sumpah menerangkan sebagal

berikut : -— -_— — -

Bahwa saksi hanya mengetahui dalam proses pembuatan/
terjadinya surat pernyataan (Bukti P-3) daji Ikut
sertanya/dicantimkannya Penggugat J, II, 1Il dan JV

serta pembagian~pembanglannya ; ----------m=-mmmmmmmmmmmmomee

Saksi Haji Nadoall Pg.Ropu, dibawah sumpah menerangkan

sebagal berikut @ ---------ooeee- S
Saksi mengetahui Jual beli tanah empang yang mendapat
ganti rugi. Saksi tahu letaknya, saksi tahu harganya
serta luasnya ; —------mmmmmmmmmm e

Saksi, mengetahui peristiwanya Jual beli karena saksi

Sudah lama dl Empang ; - o

Hajl Ambo Ungka minta pada saksi agar empang Haji
Mappe tersebut dibeli oleh Haji Ambo Ungka karena Haji
Ambo Ungka mau beli kalau tidak digarap semua ; ---------
Haji Mappe memperbolehkan kalau harganya cocok. Saksi
kemudian pergi ke Haji Ambo Ungka sebelum Haji Mappe
Jual. Haji Ambo Ungka pergi ke Haji Mappe membicarakan
harganya kemudian disetujui harga Rp.200.000,- (dua

ratus ribu rupiah) ; ------mmmmmm

Saksi hadir pada saat itu. saksi hadir pada waktu
pembayaran dirumahnya. saksi melihat pembayarannya dan
uangnya dibayar pada tengan hari ; --------—--mmmmmmmmmmmm

Saksi sering kerja dan bermalam dlempang Itu setelah

dibeli oleh Haji Ambo Ungka ; ------------------ --
Saksi kenal dengan Haji Abdul Karim anak dari Hayji
Ambo Ungka. Saksi tidak pernah tahu kalau empang itu

dijual pada Haji Abdul Karim. Saksi memberitahukan
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bahwa pada saat Itu masih adanya gerombolan hingga

tidak ke Pejabat Desa ;

Bukti dari pada Tergugat (T.J-1) ;
Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat |
(T.T-1) berupa Surat Penjualan yang mana Haji Nappe
sebagal Penjual dan Haji Karim sebagal Pembeli, saksi

hepala Kampung Parangioe sedangkan Kepala Distrik Bira

menandatangani karena tei'libat ;
Menimbang, bahwa pada kesimpulan akhir kuasa Tergugat

T mendalilkan bahwa transaksi dilakukan sesuai prose-

dur hukum yang berlaku ;
Menimbang, bahwa Kepala Distrik Bira tanda tangani
atas terlihat surat bukan mengetahui ; -----------mmmcmmmmmeeo
Menimbang, bahwa istilah hukum van# dipakai tidak unmum
"terlihat biasa, dipakai adalah mengetahui”. Jelas
bahwa tanda tangan atau mau menandatangani karena

terlihat surat, bukan pula melihat lebih-lebih menge-

tahui adanya transaksi ; -- -
Demikian pula Kepala Kampung Parangioe, tanda tangan
dalam fungsinya sebagai saksi, bukan sebagal pejabat
dalam transaksi Hukum Adat, lebih-lebih sebagal Kepala

Desa sebab Kelurahan adalah Bira, Kepala Distrik

Menandatangani karena terlihat surat ;
Menimbang, bahwa ditinjau dari pada Hukum Adat pelak-
sanaan tidak pada pejabat desa, kepala desa sebagal
penguasa adat. Ditinjau dari Hukum agraria tahun 1961
permulaan berlakuknya DUPA masih dalam taraf permu-
laan/transisi dan harus dihadapan PPAT sesuai dengan

DUPA, sehingga menurut hukum apa kuasa Tergugat menda-

lilkan sesuai dengan prosedur hulawj ;

Penguasaan adat ikut sertanya Carik 'Sekretaris Desa,
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FTAT harug Camat dengan blangko pemindahan hak ; -——
Menimbang, bahwa Terguagt | tiada pula mengajukan

bukti saksi sebagaimana oknum pejabat yang ikut tanda

tangan dalam surat penjualan ;
Menimbang, *bahwa Haji Nappe telah meninggal dunia.

Tanda tangan Haji Nappe diragukan oleh anaknya dan di

sangkal oleh Penggugat ; -
Menimbang, bahwa surat, penjualan (bukti T.1-1) tei se-
but berisi pengakuan-pengakuan semata. Ditinjau dari
redaksi surat penjualan tersebut ukanlah merupakan

transaksi Jual beli pada umumnya tercantum dalam bukti

tersebut ; --------mmmmoe- ----
Pihak I mengaku dengan Jalan kebenaran menjual dst ; -
Pihak 11 mengaku dengan Jalan kebenaran 1 (satu)

empang dari pihak ke-J yang terletak di Kampung Parang

loe Bira Naros berbatas dan seterusnya ;
Adapun empang tersel it ia beli dari pihak ke 1 pada
hari Rabu tanggal 5 September 1962 kepihak ke Il ;
Menimbang, bahwa pengakuan pihak ke | Haji Nappe men-
jual kepada siapa dijual tidak dijelaskan e
Pihak ke Il Haji Karim (Tergugat | dalam perkara Ini)

mengaku dengan Jalan kebenaran 1 (satu) empang dari

Pihak ke | ; -

Mengaku apa ? Pembeliankah, gadaikah. tidak dijelaskan
Menimbang, bahwa walaupun disebutkan dalam surat
penjualan tersebut dengan harga Rp.100.000,- dengan
bayar kontan, namun dalam surat penjualan tersebut
tiada bukti pembayarannya dengan kontan. Artinya,

bahwa surat penjualan tersebut tidak sekaligus sebagai

kwitansl pembayaran ;
Menimbang, bahwa bilamana Haji Karim (Tergugat 1) yang

membayar
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membayar harga empang tersebut, masih harus diperlukan
adanya bukti penerimaan uang. Ternyata bahwa hingga
Persidangan selesai tiada bukti pener Imaan/tanda
Pembayaran harga tanah empang tersebut ;

11* Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan p 13
butir 10y maka sesungguhnya Penggugat tidak berhak
sedikitpun atas tanah persil 37 Dw JJ di Kampung
Paraﬂ‘ngioe Kelurahan Bira (sekarang Kelurahan Jarang
loe) tersebut ;

12. Bahwa perlu pula iikemukakan bahwa H. Ambo Ungka adalah
ayah dari H.Abdul Karim, sehingga oangan demik”

perkara No. nspdt.G/1990/PN.UJ.Pdgf itu adalah perkura

antara ayah dan anak : -
Demikianlah Jawaban dari Tergugat Intervens_ 111 dan
berdasarkan itu mohon kiranya Baj ik Ketu* Hakim Tonga . tan
Tata Usaha Negara Makassar yang Memeriksa Jas mengadili
perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-—-
M E JLXLAJL-1 .LJL :
- Menolak semui gugatan Penggugat atau setldak-lida va meny
takah gugatan Penggugat tidak darat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar semu* biaya uang timbul
Kilar perkara mi
Menimbang, bahwa atas bawahan Toi .ra .= Kerung..
vensi T, Tergugat Ir ervensi dan Tergugat Intervensi |11,
pihak Penggiigai mengakukan P*p/ imnya tertanggal 27 Ncpomu
n tanggal 10 Januari 2002 nan atas Repiin Pen, _
terset-uk pihak Tergugat Intervensi | dan m me iga,? UKan
Pupliknva h 3 hjgym&sing tertanggal 17 Januari 2002, lergugai
Enterven k mengajukah Dupliknva tertanggal 31 Januari 2QC2

sedanso in Terrugat 11dU: mengajukan Dupliknya - 9 oow i
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P -n mbang, bahui antuk menguathan dalll-dahl gugaran
nya. Penggugat mengajukan aurat bukti tulis berupa fotocopy
yang diberi tanda P-l sampai dengan F-21, yang perinciannya
sebagai berikut
1* Fotocopy Surat Penjualan dari Haji liappe kepada haji harim

tanggal 5 September 1962, yang diberi tanda bukti P-lI ;--—
2- Fotocopy Surat Rinclk/Surat Ketetapan |IPEDA Loasi tanah
empang persil 57 DW Il kohir 349 Cl aras nama H.Karim c i
H.Awho Ungkay vang diberi tanda bukti P -2
d, Fotocopy Peta/Gar Lokasi khusus persil 57 &W 11 kohir
349 Cly yang diberi tanda bukti P-3 :----- 1

1. Fotocopy Peta Gambar Lokasi Persil 57 JVV 11 kohir 349 Ci

dan sski tarnya, yang dib*"i tanda bukti P-4

5r Fotocopy Surat Pemberi tahuan pajak terutang pajak buni dan
bangunan aras nama H.Abdul Farim tanggal 3 oanu.yn n
yang diberi tanda bukti P -5

6, Fotocopy Buku F Kampung Parang Loe Kelurahan Parang Lee

Kecamatan Tamalanrea yang aslinya telah disesuaikan oleh

Notaris, yang diberi tanda bukti P-6 : -

7, Fotocopy Surat Keterangan dari Lurah Pararc Loe, Ke tamatan

Per&akilan Parang Loe ftakassar No75 W/33, VII/1999 tanggal

26 Juli J99%m yang diberi tanda bukti 1-7
B. Fotocopy Surat Ketbrangan dari Camat Tamalanre* Kk tear
" No. 599 505/KT IX/2001 banggai 1 September . yang
wijfferi tanda bukti P -°
& fcrccecpy Surat Pengakuan Haji Jfam&hg tangga* 26 Jul ? 1995
yang diberi fanda bukti P-9 :--—-—--

tocopy a" Per: itaa/i Saudara kJdman. yang diberi

tand/ 18/1) F-J1

11. P tocopy
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--- foSnoopy d&rl . | ksrim saat menerima uang ganti rugi
oetar m Jalan Toll dan kwltanal penerimaan uang gatl

ri‘si * y***g diberi tanda bukti P-11:------mmmmmmmumv

12 Fotocopy SHN Na.106.BJra Gambar Situasi No.. '0'J27 Juse
1-16 tp atas nama TJiang Tek Plong, rang dineri ram
bukti P-12,A

j-'. Fotocopy SHN Nc.~ _ Bira Jambar Situasi No. 10. 1979 tang-

gal Agustu ' Tjiang Tek
sccny, vary diberi tanda bukti P -12.B ;
ocopy SHM No.20L 3L P~ s3nr f.ne Gambar Nn.00005/

' w9 tanyai 31 Nara" 99 luas 2211 atas nama Sukiman.

yang diberi taria bukti P-12.C ; -
-~N- Fot ?-rv SHM No.2 '09/Parana o0e Gambar Situasi No. 32 tang

. 31 Oktober 1923 luas 4.004 tN atas nama Sukiman dan

Johny Nijaya . vang diberi tanda bukti P-12.D ;
16. " racopy SR al4l/Bira Gambar Situasi No. 318 tanggal 3

Mare: 980, luas 6. 757 Mr atas nama Eddy P dan Fredy

Sunardi, yang diberi tanda bukti P-12.E ;
17. Fotocopy Surat perdamaian/pengakuan antara Haji Ambo Ungka

Cs. dengan Haji Abdul Karim tanggal 10 Nopember 1993, yang

diberi tanda bukti P-13.A ;

18. Fotocopy Surat Pernyataan Haji Abdul Karim tanggal 17 Juli

2001. yang diberi tanda bukti P-13.B -
19. fotocopy Surat perihal mohon penjelasan terhadap Ilokasi
persil 57 DVV TI yang terletak di Jalan DR.Ir.Sutama
rJalan Toll) Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea
Makassar yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan

Kota Makassar tanggal 24 Agustus 2001f yang diberi tanda

bukti F-14 .

20. Fotocopy ..cccoevennns
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vyan& ditujukan kepada Najamuddln,SH tanggal 10 Oktober

2001 > diberi tanda bukti P-15 ;

-*tocopy Data hasil Inventarisasi pembebasan tanah untuk

Jalan Toll Kotamadya Ujung Pandang, yang diberi tanda

bukti F-is ;

tocopy Buku Tanah Hak Milik No. 842/1991, Gambar Situasi
Mo. 3294 tanggal 22 Desember 1989, luas 3.003 PM (tiga ribu

tiga meter persegi) atas nama Drs. Sultan Baso Modi, yang

diberi tanda bukti P-17 ;

Fotocopy Akta Jual Beli No.1227/X1/BK/1993 tanggal 20

Nopember 1993, yang diberi tanda bukti P-18 ;
Fotocopy Surat kuasa menjual Haji Abdul Karim kepada Haji
Muhammad Arfah tanggal 25 Agustus 1994, yang diberi tanda
bukti P-19 ; -

Fotocopy Surat Penjualan yang diketahui oleh Kepala Dis-

trik Bira tanggal 30 Nopember 1961, yang diberi tanda

bukti P-20 ;

Fotocopy Peta Lokasi Proyek peningkatan Jalan Toll Kotama-

dya Ujung Pandang, yang diberi tanda bukti P-21 ;-------=--mm---
Bahwa bukti-' bukti tersebut diberi meterai secukupnya

n telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai,

sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti

P -

12. A sampai dengan. P-12.E, dan P -17 sampai dengan P-21

tidak ada aslinya dan hanya berupa fotocopy dari fotocopy,

p

14 berupa fotocopy dengan tanda tangan asli *

mBahm selain mengajukan alat bukti tulis, pihak Penggu-

gat J» mengajukan 3 (tiga) orang saksi dJpersidangan yang

b&
1

rnsMt
Fak&i PFPFAMA H. MUHAMMAD SALEH, dibnwah sumpah menerangkan

Bahwa

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahka persil 57 DVV Il kohir 349 Cl adalah menunjukkan

Gmpang ;

Bahwa Empang tersebut adalah milik H.Karim bin H.Ambo

Ungka : - -

Bahwa saksi tahu kalau empang tersebut adalah milik

H-Karim bin H.Ambo Ungka karena saksi pernah menggarap-

nya sejak tahun 1973 sampai tahun 1930 ; -----

ra” saksi menggarap empang tersebut atas perintah

H.Karlm bin H.Ambo Ungka ; - -
Bahwa sewaktu saksi menggarap empang tersebut tidak tahu

mengenai sertifikat tersebut dan tidak pernah ada serti-

fikat diatasnya atas nama orang lain ;

Bahwa empang milik H.Karim bin H.Ambo Ungka luasnya 8,45

Ha ; -

Bahwa empang tersebut sekarang sudah tidak berbentuk

empang lagi ; - -
Bahwa sejak tahun 1930 sudah ditimbun sehingga tidak
terbentuk empang lagi dan mulai ada bangunan ; --------------

Bahwa yang menimbung empang tersebut adalah orang yang

telah membeli dai'd H.Karim ;
Bahwa Haji Karim menjual tanahnya hanya sebahagian saja;

B ilma saksi tidak tahu berapa luas empangnya yang di-

jual;
Bdmi saksi tahu kalau empang tersebut sudah dijual
bahagian kepada orang lain karena saksi /mwilikj sawah
yang be>rdekatan dengan emivwg tersebut ; _
Bahwa sawah saksi tidak berbatasan langsung dengan
empang H.Abdul Karim karma diantarai sawah H.Caeo.H
Bahm saksi tahu kalau empang tersebut sudah ada serti-

fikat dtatw dan memakai ptr&Ill lain yang obyeknya

fsalah lekasf) ; me .
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Bahwa &aksl tidak tahu lokasinya dan yang pastl 1¢xasi -

<%a bukan empang, melainkan adalah sawah ;

Sahara es:pang- yajjg dijual olah H.Karlm sisanya Kkurang

lebih 4 Ha S :

Bahwa dahulu tidak ada yang keberatan dan diatas lokasi
empang telah berdiri satu-satunya rumah H.Karlm ;-----------
Bahwa saksi tahu kalau diatas obyek phisik sengketa
telah terbit sertifikat karena telah diumumkan ; --------—--
Bahwa pada waktu empang tersertlflkat digarap, saksi ber
tempat tinggal di Jalan Sunu Makassar mulai tahun 1971 ;

Banwa yang menjuruh saksi menggarap empang tersebut

adalah H.Karlm Bin H.Ambo Ungka /

Bahwa saksi tahu persil empang tersebut karena ada ter-

cantum didalam surat Jual beli ;
Bahwa pada mulanya empang ’tersebut H.Mappe membeli dari
Jaksa Hasan yang kemudian dijual lagi kepada H.Harim ; -
Bahwa tidak ada orang lain yang menguasai empang

but, karena tidak ada yang bisa membangun kecuali

telah dijual sendiri oleh H.Karlm ;
Bahwa saksi tidak tahu atas nama siap yang ada diserti-
f Jkat tersebut

Bahwa empang tersebut semula luasnya 8.45 Ha ; -----------—----
Bahwa hanya 1 (satu) petak saja

Bahwa saksi disuruh menggarap sepetak empang oleh

H.Karlm ; -
Bahwa ikan yang dltaburka kedaiam empang tersebut adalah

ikan Bolu i ----------mmm e

Bahwa air empang tersebut adalah air asin dan bukan air

mr

Bahwa saksi tidak memiliki empang tetapi hanya sawah =«

Bahwa saksi membeli sawah pada tahun 1972 ; — --—---mmm-
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ada empang lain yang berbatasan dengan

1 ¥ Benggugst melainkan berbatasan dengan sawah dan

Jalanan ;

Bah«'s sawah saksi teriatak dlsebelah timurnya empang

Benggi/gat ;

RIh*& sawah saksi luasnya 1,19 Ha ;
Bah,sa empang Penggugat berbatasan dengan sawah : -----------

Nebelah (#tara ; H,Mumang ;

balah Barat ; Jalanan ; —

Sebelah Selatan : Sawah milik orang Toraja, tetapi

saksi lupa namanya ;

Bahwa saksi tidak pernah kolokasi tersertiflkat sebelum

tahun 1971 ;
Bahwa saksi membeli sawah tersebut dari H.Tangnga Bg,

Bonto ; --—--*%

Bahwa saksi lupa nomor persilnya /

Bahwa sawah salts! berbatasan dengan ;

- Sebelah Barat : H.Caco.M : —

~ Sebelah Utara : Nyarrang ;

- Sebelah Timur : H.La'lang

~ Sebelah Selatan : H.HallngZPg. Tuwo ; -

Bahwa sakai sudah lupa nomor persil batas-batas empang

yang dibeli H.Karim -

Bahwa pada saat H.Karim membeli empang tersebut belum

ada Jembatan Toll : ¢ -------ommoao—-
Bahwa ada saluran air dilsekitar H.Karlm yang
lebarnya kira kira 8delapan) meter ; —-—--—--—

Bahwa saksi tidak tahu kapan Haji Kari» menerima

jatan *o** i -----.......... -

Bt/twa mk&l tidak tahu kalau H.Karlm dengan H.Mibo Vng

pernah berperkam di Pengadilan : ------—-- —

Bahwa

T
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Va tld.nk tahu apakah acfa kuaaa H.Karim kepada
//.Arafah * -
iUa tidal- tahu mengenal surat keterangan yang dl

b®ta*kaj2 eleh Lurah Parangioe : -

Bahua saksi tidak tahu nomor blok yang ada dl Kelurahan

Barangloe

Bahwa saksi kenal yang namanya H.Fora ;
Bahha ssks! tidak kenal yang namanya H.Sakka ; ---------------

*J tensr H.Bora mempunyai sawah di Parangioe : ----------
Bahwa saksi tidak tahu Jarak antara sawah H.Bora dan

ernpa*lg H. Karim @ =---mmemmmomoooo oo

Bahwa saksi tidak tahu kapan perobahan Distrik menjadi

kecamatan

~ Bahwa sawah saksi sekarang sudah dijual ;
Saksi KEDUA H.CACO.M, dibawah sumpah akan menerangkan yang

pada pokoknya sebagai berikut : ~
- Bahwa persil 57 DW 11 kohir 319 ClI adalah sepetak
empang seluas 8,45 Ha yang terletak di Kelurahan Parang-
les atas nama H*Karim bin H.Ambo Ungka berdasarkan Buku

F yang ditunjukkan didepan Hakim (disaksikan oleh Kuasa

Hukum para pihak) ; -----—---- — * -
- Bahwa buku F sampai sekarang masih berlaku ; ---------—----
Bahwa buku F tersebut diperoleh sewaktu saksi menjadi
Kepala Kampung yang diberikan oleh Pak Lurah Parangloe ;
Bahwa buku F gunanya memperjelas kepada warga menyangkut
kebenaran hak-hakttya atas tanah ; — - — _
* Bahwa sawah saksi berbatasan langsung dengan empang ter-~

sertifikat yaitu disebelah timur empang H, Karim  -------- -

$shm lokasi tanah Bora Fadadda berjauhgn dengan persil

o 11 % Mmoo e e e e
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Nk tiflkat sliang terhit dlatas empang tersebut per-

***nj & tidak benar/Jokasinya dalah sawah ; -
Bohtm sakej memegang buku F tersebut sejak tahun 1979;

Bahwa setiap perobahan pemilikan atas tanah dicatat di-
dalam buku F, termasuk perobahan sertifikat ; --------—--—--—-

~ahha saksi tidak pernah mengeluarkan PBB dan hanya

stengantarkan SFPT kepada wajib pajak ;
Bahwa SFPT bisa orang lain yang mengantarkan kepada
kajlt pajak asalkan dia orang/perangkat Lurah ; ---------—----

Bahwa saksi sering sekail mengantarkan SPPT kepada wajib
pajak ; -----

Bahwa ada satu petak objek pajak atas nama H.Karim ; -—
Bahwa i1uasnya objek pajak atas nama H.Karlm pertama 8,45
Hs, namun sekarang berkurang luasnya> karena sebahagian

telah dijual ;

Bahwa saksi tidak tahu berapa Iluas tanah yang dijual

oleh H.Karlm ;

Bahwa saksi tidak tahu mengenal SPPT atas nama H.Karlm

selain bukti F-5 ;

P Jiwa persil 57 DW |1 saksi tidak pernah diberitahu

tlf ikatnya, baik sewaktu menjadi Kepala

Kimnmg Ketua BN maupun setelah berhenti ; — - -———-- —
B Jwa Kelurahan Parangioe ada sebanyak 5 BN ; - ---—-- e -
« bi*MU' parsil 57 DW JI mamtk RW, 11 ; = - ----mmmm-- -

Bahwa mksi tahu batas-batas empang H.Karlm, yaitu

A\ t H. Mumang ; -
Ss Sawah ; e g
/ Jalanan ; == sw e
m lab Delata t ‘aan orang tator, tetapi
9
mksi tWalt kenal yang namanya Sakka Mama ;
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* N \Wa tidsk £enal yang namanya Baco Barembeng ; —
PArsil ., jj hanya satu petak ; - ——--memomememm-
i juasnya persil 57 DW Il adalah 8,45 Ha ; — -—-——-

sudah lupa kapan perobahan empang menjadi

sekarang tidak ada lagi empang dilokasi obyek seng

keta tersebut ; _
Balita sakaf ~>'ing sekali kelokasi persil 57 DW Il ;-—--
Fzh&a benar persil 57 DW 11 usda dl Jalan Toll Baru;-
Bsh&a letak gudang Cargo Pemda masuk Toll Baru ; --—----—-—----

Ben™a empang tersebut pernah digarap oleh H.Karim bin

H*Trmbo Ungka;

Bahwa buku F diberikan oleh ‘'kmtan Lurah yaitu untuk
kepastiarvkebenaran hak-hak warga atas tanah ; ---------------
Bahwa saksi tidak pernah menerima uang pembayaran pajak
dari wajib pajak melainkan hany ? menerima SFPT saja ;—
Bahwa saksi pernah menerima BPPT dari H, Karim ; -------—----—-

Balmwa saksi tidak menerima larg mng SFPT H, Karim melain-

ifau dari H A= - L
P;/*i btnar H.Arafah sebagal ku, <a dari H.Karlai ; ——
li'lkm ptmalt ada pengaduan.H.Arafah atas di
yakni padasaat pembebasan
pvrnah ada pengaduan d r. H.Arafah mengenal penye
robotanempang tersebut ; ~
Bahwa pada tahun 1979 taksi berdomisili di Parangloe ;

Bahm saksi tb,hh pernah menerima BPPT atas nama Tjiang

Y fwine B . et e o W - e A A A A

, iaksi ii-hk pernah SPPT atas nama Bara
moa* f
n= tenor Bore psfadda merpusawah Pe

mhm saksi kenal dengan H, Sakka i

L T T
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%7

ha oeil3r H.Sabbe (ahl1ll waris cfari H.sakka) mempunyai

tanah Parangloe tetapi sudah dijual ;

N WA ssksl tidak tahu tanah tersebut dijual kepada

s*apa ;

saksi Jupa kapan gudang Kargo Pemda dibangun ; --—
vha gudang Kargo Pemda dibangun diatas tanah H.Karim

tiart ™Ilatig Tek TJong ;
Bahz-.a tanah yang dibanguni gudang Kargo adalah milik

H. harim dan TJlang Tek TJong Juga Mangngaleang, Hallang,

Hadin dan masih banyak lagi yang lainnya ;
Bahwa saksi tidak kenal yang namanya Siiilama ; ----------—---

Raima yang namanya Slttiama tidak pernah ditemukan di-

dalam Kampung Parangioe ;

Bahwa saksi tahu keseluruhan Blok tanah di Kelurahan

Parangioe, yakni 135 Blok ;
Bahwa persil 57 DW Il nomor kohirnya 349 Cl dan berada

di Blok 57 Kampung Parangioe ; - -
Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik H.Karlm yang

dibebaskan untuk pembanguann Kargo ;
Bahwa saksi tahu kalau H.Karlm pernah berperkara dengan
orang tuanya yang bernama H.Ambo Ungka di Pengadilan ;—
Bahwa saksi tidak tahu hasil akhir perkara tersebut ;—

saksi diganti

rugi untuk pembangunan gudang Kargo, yaitu : ------------——--

Sebetah Utara : HHumang ; -—— —

Seba lah Timur - HKarlm @ - —~ o
Sebelah Selatan : orang Toraja (mkarang Toko Malino);

Sebalah -Almat
5U?.v* Haji Karim membel* mtmng tersebut dari H.Mappa

Bahwa Haji Kariw empang tersebut, pada tahun

ol = f n- T . W er et
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~ Boh . .
oM we wkay&r dal an kwi tansi pembayaran empang ter

&t ada lah H,Amho Ungka (ayahn H. Karim) ; ------------————- -
N 'ra saksi lupa/tldak tahu apakah dicantumkan dalam

torlt&nsl luas, batas-batas dan perelinya ;

Bahm sakai tidak tahu kapan perobahan istilah Distrik

£'&njadl Kecamatan ; - . il

Bahwn pada tahun 1973 H.Mappe berdomisili di Jalan

Sulawesi ;

Bahwa saksi tidak tahu mengenai wasiatnya ; --------------—-----
Saksi KETIGA ANDI ABBAS StPO, dibawah sumpal akan menerang

kaij yang pada pokoknya sebagal berikut : --

Bahwa benar H,Karium Bin H-Amho Ungka pernah menerima

pembayaran ganti rugi Jalan Toll ;

Bahwa benar H, Karim mengesahkan bukti-bukti kepemill-

kannya ; --------m-----em o oo
Bahwa dasar kepemilikan H. Karim berupa Rincik : -------------
Bahwa persil 57 DW J/, kohir 349 CI ; -----—---
- Bahwa uang ganti rugi yang diberikan kepada H.Karim Bin
H,Ambo Ungka yang pasti lebih dari seratus Juta rupiah ;
- Bahwa ban;}ak orang yang menerima pembayaran ganti rugi
pembebasan Jalan Toll, salah satunya adalah H.Karlm ; —
- Knjiwva saksi tahu lokasi tanah e e saksi per-
nah melihatnya satu kali ;
- Bahwa ada S (dua) kail dibuat Sk Panitia Pembebasan,

SK Pembebasan Jalan Toll dan SK Pembebasan Kargo

Pemiar — ~ — [ _

Jalan Toll hanya satu kail dan saksi

Ikut pirten pada tahun 1988/1989 i --- —
benar bukti P-tt yang dimaksud saksi ; - = -
BJInwa JalanToll yang kena pelebaran m

tuh) meter untuk sebelah ;
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KEahEd8san untuk pembangunan gudang kargo terletak

X&lurah&n Blra sekarang Parangioe ;

*aiiSl tidak Ingat lagi luas Jalan masuk kargo yang

dibebaskan

M~ nimhajjg balmwa untuk menguatkan dalil-dalil kanta-

bannya» . - .
dugat mengajukan aurat bukti tulis berupa fotocopy

yang like* 1 ,anda 7-i sampai dengan T-11 yang perinciaimya
sebagai berikut
1 Foty 1x,pi/ Buku Tanah Hak Milik No, 106 Bira, Gambar Situasi

tanggal 26 Pebruari 1979 luas 11.167 M2, yang
diberi tanda bukti T-I ;

'~ B' BujiuU Tanah Hak Milik No.20009 Parangloe, Gambar
Situasi No. 10/2001 tanggal 19 Juli 2001 luas 7.756 M2,

yang diberi tanda bukti T-2 ; --------mmemmmmmmm e
3. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No.20042 Parangloe, Gambar
Situasi No. 00065 tanggal 05 Juli 1999. luas 3.958 tP atas

nama Sukiman, yang diberi tanda bukti T.3 ;
4. Fotocopy buku tanah hak milik No. 1038/Bira, Gambar Si tuasi
No. 894 M2 atas nam

Ricky Tandiawan, yang diberi tanda bukti T- 4 ;
Buku Tanah Hak Milik No.20040/ParangJoe. Gambar

/-
nama
6. Fotocopy buku tanah hak milik No. 1138/Bira, Gambar Situasi
N .7291 tanggal 19 Nopember 1994 luas 3.035 ml atas pgma
\oky Tandiowan, yang diberi tanda bukti T6 ;--—-—-- -W . -—-
7 R\‘t&copy Akta Jual Beli No.t98zVTII/BK/1979% tanggal 4
April 1979 yang diberi tanda bukti -7 / ~—~—~ —"— -
tanoh wajib baydr IPPM 1013/MPJ

k 11107/13?9 tanggai N April 1979, yang diberi tanda

i -8
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e Pot.pOOp_I' -aL L <n
Situasi

. Tmah Hak m nk fi0'122/Blra, Gambar
no!\lfll.ogzinfahggal 22 Agustus 1979, luas 12.527 M- >
aS nama TJiTek TJongyang diberi tanda bukti T-9
ooopy Buku Tanah Hak Milik No. 20009 Parangloe, -
Situasi No0.32/1999 tanggal 31 Oktober 1998 luas 4.004 M
Sy ULl Empat meter persegi) atas nama Sukiman dan
J° hny wJaya, yangdiberi tanda bukti T-9a;-
oy Suku Tanah Hak Milik No. 20032 Parangloe, Gambar
Situasi No. 00005/1999 tanggal 31 Maret 1999, atas nam
ukiman,yang diberi tanda bukti T-10 ; -------------m---mmmmm-
-Ahiia bukti-bukti tersebut diberi meterai secukupnya
tmiah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai,

sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -------------mmmeemv

Menimbang» balhwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi-
saksi dipersidangan ;

Menimbange balwa untuk menguatkan dalil-dalil banta-
hannyaj Tergugat T Intervensi mengajukan surat bukti tulis
berupa totocopy yang diberi tanda bukti T,1.Ilnv-1 sampai

der fan T<T.Inv-13, yang perinciannya sebagai berikut : -------- o

Gambar Situasi

Ti Tek Tjong, yang diberi tanda bukti T.l.Ilnv-1 = --—---

2, ; t'7opy Pmgumuman konversi tanggal 13 April 1979, vyang
Uberi tanda bukti T.T. Tnv-P =

o. Fotocopy Jual Beli No0.198/VTJI/BK/1979. tanggal 4

'9, yang diberi tanda bukti T.T.Tnv-3 ;--------—-———-
Pof.cgKimyat tanah wajib bayar

K1.1807/1979 tanggal 14 April 1979, vyang diberi tanda

I T. f, Tnv-4 f—— v
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&Py Siuat Pemberitahuan pajak terutang Pajak bumi dan

A nan tanggal 15 Januari 2001 atas nama Saiocong Hakim,

Va/IM di **** tanda bukti T.l.Inv-5

Pm at tanda terima setoran Pajak Bumi dan Ban&u~
i ol . . .
dlara mgdim tahun 1993, diberi
htikt1 T.1.Jnv-s
Fotocopi, Surat Pemberitahuan pajrk terutang pajak bumi dan
Umgunan tahun 1992 atas nama Salocong Hakim, yang diberi
tanda bukti T.l.Inv-7 X

FottLopy bui'at setoi'an pajak bumi dan bangunan tahun 1989

a”as nama TJiang Tek TJong, yang diberi tanda bukti

T.1,Inv-8; ---

9. Fotocopy Surat setoran pajak bumi dan bangunan tahun 1987

atas nama TJJang Tek @ yang diberi tanda bukti
T.J.Inv-8 ;

10. Fotocopy Surat setoran pajak bumi dan bangunan tahun 1836

atas nama TJJang Tek TJdong, yang diberi tanda bukti

T.1.Inv-10; -
11. Fotocopy Surat ketetapan IPEDA tahun tanggal 04

Agustus 1982 atas nama TJlang Tek TJong, yang diberi tanda

bukti T.l.Inv-11 ; -

12. Fotocopy Peraturan Menteri Agrarla/Kapala Badan Pertanahan
Nasional No.3 tahun 1999 tentang pelimpahan kevanangan
pemberian dan pembatalan kpemberi.
tanah negara, yang diberi tanda bukti T.l.Jnv-12 ; ---—--

13. Fotocopy Salinan surat keputusan Menteri Kehakiman Bl,

c* 09 Januari 1979 No.J.A.2/8/24, yang diberi tanda
bukti i e — --
bukti-bukti tersebut, diberi meter,! w :'Kupnya
dicocokkan dengan aslinya dan ter:yai. sesuai,
" Hapat dijadikan alat bukti yang kecuali

T.1. Inv-2 .i,
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dan
titf&k ada asli hanya berupa fatocopy

dalj 70f-py

Jhaiwya

Menimbang

bahwa untuk mencuatkan dalil-dalil ban ta-
k JT Intervensi mengajukan surat bukti tulis

&iri iHp&  jfc ftnA/1>r
4 yang diberi tanda bukti T.ll.Inv-1 sampai

dngar, T.IT t, c

-> jang perinciannya sebagal berikut : -

Fot.Kopy Buk:: Tanah Bak Milik No. 1138 Bina, Gambar Situasi

w
Nopember 1994, M - nama

Ricky axan, yang diberi tanda bukti T.Il.Inv-1 ;-
Fotocojy Surat Ketergngan Lurah Bira yang diketahui Camat
KMUP

ya/ diher2z tanda bukti T.IIl. Inv-2 ;

Foi >coy v AktaJdual Beli NoSHag Desem

oei 1924. yang diberi tanda bukti T.ll.INnV-3 ;| -——-mmmmmememeeee
FjtacopySertifikat (buku tanah) hak milik No.1137/Bira,
GambarSituasi No. 7290 tanggal 19 Nopember 1994 luas

5.827 Mc-J atas nama Heru Suglanto, yang diberi tanda bukti

T.TlLInv4 :

Fotocopy RiwayatTanah Wajib Bayar IPED{ypj

X1.1307/1979 tanggal 14 April 1979, vyang diberi tand:

bukti T.lIl.Inv-5 ;
FotocopySurat Lurah ParangJoe Kecamatan Persiapan Tamalan
reeMakassar No.593/748nggai 4 September 199¢

perihal pencabutan surat keterangan No0.593/33 VI1 19 ?

tanggal 23 Juli 1999, i'tmg ditanda bul

Raima bukti bukti tersebut diberi mett mal secukupnya

dan telak dicocokkan dengan aslinya dan ttrnyata sesuai,

n dapst dijailkan aiat bukt! yang sah, kecuali bukti

T 77.f«i t. T-JT T, dan tidak

a-yttoys hanya berupa t >/ >ovpy dari fotocopy
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Menimba 2+ pervm untuk menguatkan dalil-dalil  hanta-

kannya 9 i . i .
"Vt ‘ ;T Intervensi mengajukan aurat bukti tulis

berupa fat
up ocopy yang diberi tanda bukti T.IIIl. Inv-1 sampai

floyy — ~# L L . .
n i aig perinciannya sebagai berikut : -----
/N '¥ops Bamil Hak Milik No0.20042 Parangion, Gambar
«i .9#. 'o.C"065 el nr r,N 1200- ata°e © QR

/i w» Sukimui. yar diberi tanda bukti T.TIIl. Inv-1 ;
F to jpy Bui Tanah Hak Milik Gambar

i ituasi No. Ca@@anggal 31 Maret. 1999. atas nama

uki; 'n’” V*' ' diberi tanda bukti T. rll. Inv-2 ;

3. F-jtoc PRI Tanah Hak Milik Parangloe. Gambar
ituasi No, 32 tanggal 31 Maret 1998, luas 4,004 atas
am

4. otocopy Daftar keterangan objek untuk ketetapan FPfDA
isdesaan No, 189 nama hin Mamma Kampung
arangloes Pesta rira, Ke”amatan Biringkanaya Ujung Pandang
tftgga J 10 Februari 1984, vyang diberi tanda bukti
\rll, Inv-4 ;

5. otocopy Daftar Teterangan objek untuk ketetapan TP} PA
*fe.man No. 153 CIl atos nama Bora bin Badadda, ampung
11-mgJo&, Desa Sirs, Kecamatan Biringkanaya Ujung Pandang

15 Februari 19829 yang diberi tanda bukti

. TTT. Tnv-5 —_ — -—

e. . Beli tanggal 9

, yang diberi tenda bukti T. TTT Jnv s, a.

«d/ -'my Akta Jual Bali No.BF/BK PPAT t mgts
2 Ufif; £ p. } mg dihrri tanda bukti ;
Bt e i {0 &&/ tangi 9J
9 April W ng Jib*rJ tanda bukti ;-
9

]
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Surat |- 'rnyata.

‘ “'poradlk N .
. Nn*$31/j2S/X/98, yang Ifheri tanda bukti

Penguasaanfisik bidang

10 B.,tOOe, .,
Liur Ao0.8133/1996 tanggal 28 Agustus 1996

y*m diherf 1,
11 mda bukU T.HJ.Inv-g . -——--mmm-
" Fntnco Surat pemberitn . .
Py P " l1ltahuan pajak tcrutan PBB tahui:
XK ™ «r W xm Oi Panuari
rum T.m.lrn-IC ,
1
tat Pemberitahuan pajak terutang PBB tahun 20C
3taS naim J°»*y m Jaya + ¢& Januari 2002, ya/
djberi tanda bukti T.II11. Jiiv il ;
13 . . .
Fouueops aurat pemberitahuan pajak teruthbng ppg tahun 2002
in tanggal 02 Januari 2002, yang diberi
bukti T.111. Inv-12
14.

ol'rc'e Aangyiian Polisi L rektorat Reserse No.Pol
LJL OOQu/Di tseir —G tanggal 28 September 2000

yang diberi tanda bukti T.IIl.Inv-13 =«

j-5. rotccopy Surai keterangan iuran pembangunan daerah (Rin-
ciK) atas nama TJlang Tek TJong tanggal 1S Maret 1979,
yang diberi tanda bukti T.Ill.In v-14 -

16.  :ocopy Sura' Panggilan Polisi No.Pol.1709/V 111/1999/
S.rse tanggal 18 Agustus 1999, yang diberi tanda bukti

J.IIP.Inv-15 -

17. * tocopy SurPanggilan Polisi s

rsa tangg 16 Agustus 1999, yang diberi ‘manda bukti

T 1l.Ini-6 -- N S —

/9 ipy 6aJ ain heputusan lengadllan Neger mNikassar per—

-, perdat daftar #8G/2001/PN. anggal 19

aitrl 200/ antara Abd.AzIsR-mci Penggugat
H.$ van bedk selaku Tergugat, yang d/beri tanda

o/ 1 T.TIL 1v-17 :

,,,,,
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N «qm * fPuiva&n FettgaJttan Tinggi VJmg Hunting
PT.UJ.Pdg dsJ*£
rerKara Anta

tfetr U i*Karim* yang

L S L L T o AN s A TS

rv. *oe&py

mg ditanda tangani
'SMS takassar No*593 81

rr*8& .
f J *x IPi?7p, diberi tanda bukti

F &o/pj- SN rj™ wraA . .
'd yang tanggung sima (pajak) atas nama

SatJo . . \ .
No. 9 cit vyang diberi tanda bukti

T 13f. Iny~-2p ;

viH kp} Surat Mv&mt Tanah wajib bayar 1PEPA Nomor 1013/
HPJ.mm. 1307/1979r tanggai 14 April 1979, yang diberi
tanda bukti T.111.Inv™Zi s
~otocopy Buku wilayah Perangkat Pemerintahan yywywm  di
Sulawesi Selatan yang disusun dan diterbitkan oleh Biix>

Umum Sekretariat Tingkar
/ Sulawesi Selatan Ujung Pandang tahun 1994, yang diberi
tanda

JanJi&n penguasaan
dan pengosongan yang dibuat PJenJatl DJaperputrl Hemirar-
toT SH Notarie di Makaasar tanggai 13 Oktober 3000, yang
diberi tanda bukti T,111*Inv~2%$ : *ommmmem - — —-W-—

Bahwa bukti'bukti tersebut diberi meterai secukupnya

dsn telah dic”okkm dengan asU/sya dan ternyata sesuai*
sehinkm dapat dijadikan alat bukti yang mh* kecuali buku
r./n,tm*h'4 r, ni* im~>*> f.*tia ** ¢*m *tnr~Ph, r ni,
fn¥ae.Tmf HIN im-9* f*m . fnr *4 f IU* hio 17 dan J\/f/ f*t»

jo« f*JIfl.IMM48&- t+m torSI| tmpe asli dan hanya heruyv*

- AERVEd- FmiPSL
f&I&GITWE dKfJ *
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'SKE u.Mm ik
&-A*tkJ.1'SJIBtLBUIlI! BIUTIAft 1 -——---————-- — -

FrREFF EMTA*A**»*r* K.nw . A f»»* aompob « -
*On* NO'fs fakaknytt X*bnsat farkm : *  — - -—

**nsr &1*$«* ohJ#k flmik eongks t ralah tartit eter
itikat t ...  eeeeeeereeeen e eea—————

Fok? skttt tidakrakit atas nana siapaterse-
4 Mam WH

HAAWE &M*>1 eud&h lama meng&t&iws kalau tanah ier&&hut

mmfah M&& O&i*tifihatn%&m tetapi mriah lupa tahunnya

&k& tidak kanal yang mym N.AM. Karim bin
tF.AM& Vngka ;| - —w—

- f&yma OObalim tfltimbim ada arluran air -‘enpang
- Rahra m'mpam‘Mnitirm air tersebut ada lkannya ; -— m-—-.

- Raima mfaitmnyasaksi tidak pernah medihat bukti P-~$

wipingitr rnmrk saluran air ada mawah, kecuali di

s¥fa tak barktrm ada Jalanan (Jalan Tolll; --— -

jaket ti Uk badik rada pengukuran
J o5 e o wmwme, —— -~ —— -
&a'ma raksi kmal mm Okmmm Arafah t = - *
, Ejfm jakettidak koros/t nmm

mdr#i ffkat ys/id diterbitkan tflafas <Ki#k fisik sengketa:
A mJI tidMt f*m s» mmiimnikmr tampung Parangi”;
S EL Ny *h® mmh mm dimrap olah H.fare, karena
J k*t trnfjntmt*# f ~ h dmgm H,far*, maw dan farbangi

0 md n Ammi Kk kKkkk PR

4+Pml fapeda&]n/l\(irnm | am— *~**™ * %

**‘k>**** ***.*#‘**

AW 5o e w1
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KFEX Srt-iri #aA. _
o H.Bora menjual tanah kepada
dkiman

»*hu* t*m r H, fiara .

1”ernah menjual sana
FEyE MJIm I Sukimsn adalah
*»b*m tim,r
Bsmpu

Safe*» bmmr
4 rflJu&J o2t*h H*Bor& tersebut &udah

timbtm

tanah oleh H.Bora tercabut dahulu

beniSKi oatrah -

S&hm B g dlkuaaal &%karang adaJah © IS
spmhnya H.Rapl yang telah dijual kepada Sukiman ; -------
@yagy metttbab sawah tersmenjadi
sakal ;
Bahwa nenek saksi memberikan empang-empang ke

Pada Jaksa Namn * — _

Khwatsnshnm H.Borayang terletak disabelah timurnya
ig air tersahmt ; —---—--- —cmmmr— -
Rthwa mwsh yatim sekarang sudah ditimbun adalah sawahnya
tf.Bampu yang dibeli oleh Tjiang Tek TJong ; - -------—--—-——-
- Bahwa empang tersebut tidak termasuk yang diJualJ kepada
M&&I isfew ? ~w~
RJm H,Btbbe mendapat tanah dari Jt.Rvapu di
/t-a/ Kepsta C e N,
mhm saksi kenal yang namanya H.M saleh ;
menggarap empangi
di Bmtea p&da tahun

JW*M» BM..

ealutwt air, rmpmg tersebut »»
masih nyata sda saluran air,-
phd&k Usik sengketa
ada kira-kira meter;
Md-m

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Hal 52
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) alaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terebut birbataaan dengan &b&

*
tah fan4 H.&ara

PR tao tanah berure mri&iui

Bills,* 4w win:.
Wrnah melihat tanahnya H.Sakka dan tanahnya

M’ FObb* r*** atJual Jepada Sukdman
- tmah H.R,
ra

Nomor Perelinyaadalah persili1 SO ;—

ranahnya N. Sabbe Lompo Kalo "bang ;

/< dart
s ar Jalanan tetapi belum Jlaspal ;
®* m tertgdibediah tdnurnya Jazan
Totl
~ hemr H.Caco M grmpunyal sawaeh didekat empang-

han &r tersebut tetapi tidak freixtewpeta/j 2angeung ;
tanali lain yang berbatasan dengan tanah

nyp 8.Bera ; ”

R- N hen%r empang Z&rmimt Jauh dari tanahnya Suklzsan,

TJltwg Tek Zfmg dan Kfoky TmlJlawan ; -
tak™ pern di dengan kalau Stiklman pernah dipanggil
P

Rbkm rak&J 'tidak tahu apa afa sertifikat yang ditunjuk-
ks-- fullmm kepada Polt S —

m mkfi mmyMMhyl dari H,fare mengenal sertifikat
YV Y «dik diets.w famhnya Suktamn § --------- .
H «*M sy *M»l ttdak salah Ingat, yang disertifikatkan
m*m #,'E>** tt m-pjadt Mtm W, tv di FarangLw *vi,ts

P A" e+ e v = oa» w

# 94 * kK Rk g

Jtdifr aakai b&rh&nti menjadi Ketua

P e - A A WK

As $jffoen - 5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kk*k* r

b ) i m %memegang buku
mj*
Ak *k*%k ? u t*
- ] H*S**I*;yang naasi»g Apbas J—
A i 218N tidak berdempetandankan
an tarai =
el * ¢ ricfair »_j

i 4 iU taflah siapa yang asitarai ssvah

N SaUh demmm .
empang tersebut ;

**
S*h*m tanahnya H.M. Salefs

Sal.«.t i'j»

luasnya Kira-kira B0O Are

sakai pernah tanah yang dijual
M.Sabbe kepada g

Bahwa ranah yang Sekarang ada bangunan diatasnya sebelum

nys Si*2*h tempa sawah ;

tehvs sakai tidak kenal

yang namanya David Tendean  —
Sahm benar Drrhang mempunyai tanah dlI Parangioe

Bahwa benartanah denﬁ{h%ﬁy&atan

H.Bera dan H.Sabbe ; — v
rmhwa benar addadm melalt
berhang sudah ada sertifikatnya t -----------om —ommmmmeem %
;,A** *ldek pernah ada rumah empang be'rdiri
4Jst&& tanmb H Jtar& t — m

W mhwa saksi kurang tains swngeml tanahnya Liong Hak -« -
fmhwa jtaksi tidak kenal yang namanya Liong Hok,
tatu tummy* - e S -
tIm g tfak bsrups bskss mmh t

bl = e tMkimyliag Hokberbatasan der
m * e vee sl cw, = w

Mt*e tarktoar» Tjlmg Tek Zbmg mmul* berbontuk sawah ;

-»-mo r f* pernah menjadi marga $onkaa dl kelurahan

karma pafmh tinggal dirmmb*rumah ampang 7/«

rit v

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - * H
Mrfcimir. »/ ««, S, t <u Pe,,smlIZaJ, TSt'a 1&aha Negara

Kakosser, mka te??e?uaf"t’ barulah 35

hari, sehingga, ‘N ¢ Pendapat Pengadilan gugatan

Perggugat Mia&ih terada dalam tenggang waktu 90 hari

sebagaimana  AA[&INMIARR dalam pasal 55 Undang-Undang
No.5 Tahun 1986 :

~ ~ ~3% wvang menyatakan gugatan Fenggugat
tidak sempurna, tidak Jelas atau kabur
I 1) IR —
Ai n*.nbane. bahwa yang menjadi obyek sengketa
oalarn perkara Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata
X Ngaag krl terianya sebagaimana dimaksud
aalam keténtuan pasal 1 anglea 3 Undang-Undang No.5

Tahun 1986, yang dalam perkara Ini obyek sengketa

dimaksud adalahSertifikat Hak No.122/131ra,
oi~rf;tflkat Hak MilikNo.lOS/Blserta s
pe.'abannya, yaitu Sertifikat Hak Milik No.lOffl/Blra,
selanjutnya Sort! fikat Hak Milik No.20032/Parang Loe,
Sertifikat Hak Mitik No.20009/Parangloe, Sertifikat
Hak Milik No.20042/'Parang Loe serta Sertifikat pax
M ilik No. 141.'Slra

Menimbang, bahwa selain Itu untuk mengajul-:an
gugatan sengketaTata Usaha Negara, seseorang atau
Badan Hukum Perdatatersebut memlLik|
oustu "kepentingan" yang merasa dirugikan -m

diterbitkannya keputusan oleh Pejabat Tata
Usaha

Ntgara {Tergugat >. -~ =
Mnimbang bahwa sesuai apa yang tercantum

d 11am gugidiVi, Penggugat telah mvigura ikan

dengan jelas mengenai apa yang menjadi obygek DGt o o s

donesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pef
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dengan Jl *erb {tnanm
buku tanah Hak Milik

Blra dan kemudian buk A R . Ho' 1(K* '
" lah duga telah dimatikan

arena Prmimpiag ¥ighis, é//é\]rpu’ dengan buku
Milik No.1137 dan g tanah  Hak
na/niwW karena sesuai

makaud ~/£3 fch,,, o
yan& menjadi obyek gugatan daiain
nu antara lain Sertifikat Hak Milik
NFC R /770 W N
I 7ejk TJong dan pecahannya. ya|tu

Sertlflka t Hak M ilik No. 1038
atas nama Flaky Tandlawan

mir.a hal iniharus Segllﬂ:-%rf\mldalam

rkara

Ast-sertifikat pecahan yang terjadi selanjutnya, yan

selaku pihak ketiga Penggugat tentu tidak mungkin

dapat mengetahui ? , . .
.ata ~peristlwa-peristlw

hukum 313 rang mungkin terjadi atas

obyek sengketa dimaksud, yang dalam hal Ini seperti

telah dlkemukakan dlatas ternyata atas Sertifikat g

N.-. 1'038/81r a telah pemecahan hablo

menjadi sertifikat No, 1137/Blra atas nama Menu Sugian
to (bukti T,INih11-4) dan Sertifikat Hak Milll
No, 1138/Bira  atas nama Bloky  Tandlawan  (bukr i
T,Inv, 11-2) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenal persoa-
on perstl 57 dv Il yang didalilkan tidak menyebutkan
nomor kohir, kiranya hal tersebut telah terjawab
karena sebagaimana tercantum pada bukti F-2 yang
diajukan oleh F, nggugat telah secara tegas dan nyata
nomor kohir persfl 57 dv Il, yaitu No.349 Cl :----—-----
Terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa perkara ini
semestinya disol *slkan lebih dulu dlI Pengadilan Umum,
yaitu mengenai pakah pihak yang mengalihkan memang
berhak stan tm J* rang kemudian berakibat pemecahan

sertifikat duri Sertifikat Hak Milik No0.JO6/Blra dan
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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i'K
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Vndttog-Und~g

Bahwa guSatan ° Tahw] M B

SSi)sat tidak sempurna, tidak j.|as

ata"
m&mmijuk dalam gugatan Penggugat, tldah

batasyang sebenarnya, 1lokasi

yang telah dijual n
*epada pihak lain tidak gimasukkan

sebagai batas v«nr
sail& sebenarnya ;

alU BkSeP3i ~“(msat | Intervensi yang pada pokoknya
'snyatakan

Bahwa Pengadilan belum i
berwenang mengadill gugatan

Penggugat (OnhevnA’l\Jhs:?d_ [Ean Pen Hechter) karena pada
Sa3t * «» ta» diajukan ternyata pez'aturan Monteri
M® "'* *«*w Peru,,a,,n M»,«m |l N5
Tahun 1999 telah berlaku secara efektif, dimana
sesuai ketentuan pasal 12 sub 4 peraturan tersebut
#/ nyatakan bahwa ; Kewenangan pembatalan Keputusan
J>m.oopi an Hak atas tanah dan atau penerbitan Sertifi-
kat Hak Milik atas tanah yang telah dikelirukan o 7eh
Jepala Badan Pertanahan Nasional/Kot<m idya yang

terdapat cacat hukum dalam piases penerbltannya

adalah menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan

Fcrtanahan Propinsi / —-—-—-mmmmmmmm vmmmmmm o — — -
Bahwa dalam perkara ini tidak ternyata

telah mengajukan keberatan atau usaha pembatalan
Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat Intervensi
pp 12 lui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasio-

nal Propinsi Sulweai Selact
Penggugst ksbur (Obscuri LihslIH)

R d, uri
t';, di Mid(k FengguS-it yang digugat add.ah
karena
{ tanah Sertifikat Hak Hi kik
si 2 17 1
V2 ,r Sltuadi No. 10"4 -'1Z?D
N i 1 Zatiei, MM
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ek ek m m «mggantlkaneakml Lurah dli
adalah Abdul Rahmen ;

- Bshm Abdul Rahmen pemah membuat keterangan kepemilikan
H.Arafah atas tanah, namun saksi dengar sudah dicabut
sendiri deh Abdul -

Saku* benar pada vaktu sertlfikat-sertlflkaf atam
fanl Tergugat Interim! dlpromm, aaksl sebagal Panitia
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gugat namun saksi kurang yakin.-ragu ka tidak
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tidak malah t .

ifeftva nmmmjak «aksi menjabat sebagal Lurah di Parangioe

tidak pernah ada mrga yang dilaporkan Polisi soal

Objek fisik sengketa ; e— —

.J\Ntea «da J3S M ok ymg. ada dl Kelurahan Parangloe e
.. B*kmtidak mb keberatan mmaktu meruflkst-smrtifikst
46M mm para Tergugat Intermmi diproma :

- |Ww» mmktm soket menjadi Lurah dl Paranglo» ada d*t*~

Bl - bffT iSmrni JP&nte&tir
i.i s S
saksi tidak pernah melihat bukti p $
fi*4 dm
&dm MM * * mkueh Pan®BdgIm i
w ftUM # % 4%«W » AW fl - T Al#>ingfar
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w$ saksi tidak tahu mengenai surat kuasa yang dipakai

I Arafah melapar ke Polisi ¢ —

B*h**m saksi kenai dengan Liong;

Bahwa ling Hok .membeli tmah dari H. Sarim ;

Bahwa saksi kurang tahu berupa apa yang dibeli oleh

Liong Hok

&aJ;*a saksi tidak tabu siapa yang menerima ganti rugi

pelebaran Jalan i — e - —
m Sahm saksi tidak tahu siapa yang rugi

pembebasan Jalan masuk kargo Jnech ; ..... - e
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ae?gugat | Intervensi dari tanah sawah persil 20?m
b T-5*4 ft, yang batas-hatasnya berbeda dengan tanah
Penggugat, yaitu utara sawah milik Yusetg? timui

agc\ted] mlllJ: E. Tutu, Vorobingf selatan sawah milik Fapl

mKodde dan barat empang milik H.Karim
Gugatan Penggugat, telah Ilewat waktu (VerJaring),
karena ser‘éifikat obyek sengketa telah diterbitkan
pada tahun 1979 dan tanah dikuasai secara langsung
oleh pemegang sertifikat, sedangkan konon Penggitga\}
masih menguasai sebagian tanah di sekitarnya? namun
mendalilkan baru mengetahui adanya sertifikat dimak-
sud pada tanggal 25 Juli 2001? Jadi dalil tersebut
hanya siasat untuk menghindari lewat waktu sesuai
pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 ;
, Dalil Eksepsi Tergugat Intervensi Il yang pada pokoknya
menyatakan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam per-
kara Ini antara lain Sertifikat Hak Milik No. 106/ Blra,
atas nama TJiangTek TJong dan pecahannya Sertifik
Hak Milik No.1038/Blra, atas nama Ricky Tamilawan,
sehingga menurut hukum obyek sengketa berkaitan
dengan Tergugat Intervensi |l adalah Sertifikat Nomor
1038/Blra tersebut. Bahwa Sertifikat Hak M ilik
Btra, atas nama Tjlangtek TJong telah dibatalka
Kautor Pertanahan Kota Makassar sehubungan dengan
diterbitkannya Sertifikat hak Milih N0.1033/Bira, atas
ngua Rlcbv Tandlawan, dan demikian pula selanjutnya
Sertifikat Hak MUM No. 1038 tersebut pada saat gugatan
diajukan Juga telah dibatalkan dan dinyatakan tidak ber
lalui lagi sehubungan dengan diterbitkannya pecahan

sertifikat, mlIlms 5-S0 g , yaitu Sertifikat No0.1137,

Biro tertulis nm l,er'l”~'Slyanto. Bahwa mssn

demikian -
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Menimbong, bahu*
y*ng menjadi perbantahan 51enh Fara

F,h*k n d a I' a h<ebenarannya dalam
perkara m ,

j. fl1-3Jii gu3s,tao Penggugat Paine poiok

yang pada
P yamenyatakan bahwa tindakan Tergugat yang telah

menerbitkan keputusan, berupa ;

Hak Milik No.122/Bira, Gambar Situasi Na. 1024/

1979, atas nama Tjiang Tek Tjong ;

Serti fxkat Hak Milik No.JO6/Bira, Gambar Si tuasi No.230/

1979, &tas nama Tjiang Tek Tjong serta pecahannya Sertifi—
kat Hak Milik No.1038/Bira, Gambar Si tuasi No . 8*74/1 *774,
atas nama Ricky Tandiawan ;

Sertifikat Hak Milik No.20032/Parang Loe, Gambar Situasi

No.31/1999, atas nama Sukiman ;

Sertifikat Hak Milik No.20009/Parang Loe, Gambar Situasi

No.32/1989, atas nama Sukiman ;

Sertifikat Hak Milik No.20042/Parang Loe, Gambar Situasi

No. 65/1999, atas nama Sukiman, *erta f

fikat Hak Milik No.l41/Bira, Gambar Situasi No.319/

1979, etas nama Eddy.P dan Fredy Sunardi, sebagai berten-

Peraturan Perundang-undangan yangd berlaku.

-wenang serta melangldrglljm

Baik (PPUPB). terutama asas ketelitian dan kecer—
han Yang

dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat

ma
Undang-Undang No.5 Tahun
(2) huruf¥ a, b dan
(1)
ls §
Tergugat yang pada pokoknya menya
2. a. Dalil

Penggugat yang menyatakan baru

- Bahwa dalil ) A . .
sertifikat-sertifikat dimaksud pada

mengetahui

hanyalah alasan untuk menghin-
. 25 Juli 2001f
tanggal diatur dalam pasal 55

dar dari daid”rd.
Undang-Undang
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mex*sdi Lumh dJ Parang]oe sejak tanggal /w

Ag.u-tua 298% mmpsl Jangan akhir 1999 ;
" Salnm Sakaf tMak kanal Jangan H. Banpu dan H.Rapi (orang
tua H.Sabhrhtetapi j-ang dikenal adalah H.Bara, karena

membayar paj

Pab™a M. Beramendapatkan tanah dari H.BfAre
Saham Jua»xm i1 Haji Bara kira-kira 9.000 i'wf trambilan

meter persegi}”

Bahwa e disekitar - &Anya i&?ra y&ng
teleh dljual k&p&jé Suklm&n d&n TJis/ig Tek TJong y*ng
lu*ranye ktra-kire 20 meter ;

- ben®r e*luran air tersebut mepet ke Jalen *&I2

- ’ E)&T\&B’petugas dari Agraria mengukur dintas sewa*:
Bora yang pada
«**tu itu o t'--/----Mili e
- benar sumaay hairndeias diketahui
BsAfrsi .Jejak saksi “'mnjadtt Lurah tidak ada ampang yang
diukur & -« Mz Tl e e

- Balhwa saksi pernah bertemu dengan H.Arafah satu kali

saat ia datang k» Kantor ketika saksi baru tiga

ty) ~M £Ur*A An </ia memetakan balmwa ada ta-
- 1bJW» ff. ArafahHtUk permhPajak —_-— -
8s8iwir Jp: ds.tmE di fanmr mwperJdihetfan
Oi/rst BB A wn wea
HfrAw ST e - ~“mktu maksi
2 % " maki *#h mt*la
mm (1]
. * % " rai
fcMi )
i - z persil Bf im tt yang
, T
viv/, e A ‘inSV .
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demik | anSenti flkat Hak MI1  No.1 , atas nawa

TJdiang tek Towgdn Sertifikat Hak Milik

atas nama Flaky Tandlawan tidak lagi dapat menjadi

0bS'.-i- 'IgLla, dan menurut hukum yang harus menjadi

obyek sengketa adalah Sertifikat. Hak

Blra, atas nama Heru Sugiayanto, sehingga oleh karena-

Eugalan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima
sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 62 ayat (1) Un-
dang-Unoang No.5 Tahun 1986 pada huruf d yang menyata-
kan ... bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan
tidal djterima atau tidak berdasar dalam hal, apa yang
dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh

/Jieputusan Tata Usaha Negara yang digugat " ;

dr Dalil Eksepsi Tergugat Intervensi Ill yang pada pokokn-
ya menyatakan : bahwa gugatan Pengagugat harus dinyata-
kan .tidak dapat diterima berdasarkan alasan-alasan
sebagal berikut

- Penggugat dalam gugatannya hanya menyatakan memiliki
tanah empang seluas 8,15 Ha persil No,57 dv Il, tanpa
menyebutkan nomor kohir ;

- Penggugat menyatakan mengetahui adanya sertifika t
obyek sengketa pada tanggal 25 Juli 2001, ketika ada
orang Yyang mengaku tanah tersebut sebagai miliknya,
£3111 lul kabur 5arena tidak disebutkan Sertifikat
Nak NilJk yang mana yang ditunjukkan kepada Penggu-
gat, hal ini penting berhubung adanya ketentuan pasal
55 Unil¥j- Undang Nor5 Tahun 1986 tentang tenggang
waktu mengajukan gugatan, karena Sertifikat Hak
mUKk-Pertiflkat Hak Milik yang digugat tidak diter-

bitkan pada waktu yang bersamaan , .
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e Balwa sengketa ini semestinya diselesaikan lebih
dahulu melalui Peradilan Vmm, yaitu mengenai apakah
pihak yang mengalihkan memang berhak atas tanah yang

kemudian berakibat pemecahan sertifikat dari Sentif i

nama

Tek TJong dan pecahannya Sertifikat Hak Milik
No. 1038/ Bira, luas 8.862, atas nama Rlcky Tandiawan

dan Jangan langsung menuntut pembatalan oertifikat

Usaha
Hak Milik hasil pecahan ke Pengadilan Tata

Negara ;

Bahwa Sertifikat Hak Milik No.20042/Parangloe Surat

UKur tanggal 5 Juli 1999 No0.00065 (tersebut pada

halaman 1 Surat Gugat) pada saat ini dalam posisi

diminta untuk dinyatakan tidak mengikat dan tidak
mempunyai kekuatan hukum dalam perkara No.U9/Pdt.G/

2001/PN. Mks, di Pengadilkan Negeri Makassar atas

Raima melawan H.Sabbe,

gugatan Abdul

Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar FIN

Sukiman,
(Y

PPAT Azis Ramalang selaku Tergugat I, 11
dalam Sertifikat Hak

persi 31 SIl,Kohir

Dengan adanya kenyataan ini dan sekaligus

215
tuk terhindar dari kemungkinan tumpang tindih-
pula un
hukum maka seharusnya Penggugat mela -
nya penegakan hukum,
- rjajam perkara No. 119/Pdt. G/2001/PN.
kukan intervensi d a i m P
kepentingannya
Mks
terhadap ekseps I -eksgpsiterssou,

Menimbang, bahwa
n tangga" dalam Repliknya tanggal

Penggugat ., T.o.xr-i 2002 yang pada pokok-

27 Nopember 2001 den _
Tergugatmaupun Tergugat-tergugadl

N

nya menolak Eksepsi

—dn s eve

Disclaimer Vensi te rsebut
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Menimbang, bahw
S 3ebellw tempertlabangkgi] pokok perkara

Pengadilan
tiahul

u skan . .
eksepsi tersebut, ralh: mempertimbangkan eksepsi-

sebagai berikut
| . DALAM EKSEPSI

1 :
Dei hadap ek,sepsi tentang

gugatan Penggugat telah

wakt u .
sesuai ketentuan
Pasal 55 Undang-Undang No. K

Tahun 1.926 -

nimlang, ichwa Penggugat dalam gugataim

mendal 1llkan
"oy Jeecptanacna

sertifikat
ah objrek sengketa pada tanggal 25 Juli 2001.

jaitu pada saat akan diadakan transaksi Jual beli atas
tanah Penggugat, di depan ternyata 44
orang mengakui sebagian tanah yang akan dijual

sebut sebagian miliknya dengan memperlihatkgn sertifl -

kat obyek sengketa

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat
ini. baik Tergugat maupun para Tergugat Intervensi
seranjang persidangan iniberlangsung,

mengajukan bukti-bukti dan pula tidak ada keterangan
ssksi-saksi yang dapat mendukung dalil eksepsinya
tersebut, yaitu mengenal kapan tepatnya Penggugat

mengetahui adanya sertifikat-sertifikat obyek sengketa

dimaksud

Menimbang, bahwa atas dasar mana dalil Peng-

gus Itulah yang selanjutnya akan dipakai sebagal

dr tr penghitungan daluwarsa tidaknya gugatan yang

diajukan oleh Penggugat ,

Men Unhang. bahwa Jika diperhitungkan dari

) 7 .,p 7vU 001 yakni saat, diketahuinya eertifl
1
o hvek sengketa oleh Penggugat sampa

a!u mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

eraan Mahkamah Agung RI melalui :
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dengan >k>mr Mimik dan PEB #9*1 mengetahui letak

tamh M,R?m

- mnfutt Buku antuk mengetshi
h'i 9 k keabsahanhak- hak seseoataa
-IWm* taksi tidak termasuk datum Panitia Bem
mat pniEngdalan Talldm ; e
Palo™« i -of walrfie sakai menjadi Corah dl JBnrmglo* tJdak
G.UA
- Palm data yang $d% ] j kelurahan ade

dm dm mmerupakan pesbman bagi pendatang ham i1 *"
- Balma apabila dilihat dari bakti P'2 blangkonya tidak
selak,tetapi hanya meageml Satnya kurang tahu;
Bahm saksi tidak tahu mmgemt bukti P-2 tersebut ; *
- Bahaa benar bukti f+2 itv dinamakan Blnclk t — « &>
Menimbang, Mm* pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat
nterrenei mdah tidaktmmajukm askei-eakvi dtpersidangan
Menimbang, bahm pihak Penggugat mengajukan kesimpulan

tertanggal 11 , pihak Tergugat | Intervensi manga

dukan kesimptil
Prstawaai mngaJukan kesimpulannya tertanggal 24 AprS1 2002

11gntervensi mengaduk

P 1 hak
tar § sedangkan pihak Tergugat tidak
mnmjhukan dan park pihak mhm putiman t

tmkm diperai*
iatigm dalm berit*
awam mi t
& =2 iERN > -
fthwW Ys\
[
1 v - x K kKD Kk k Kk

y  am v v e fr
Q SR
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sispa y*ng digugat, apa kepentingan Penggugat mengaju-'

kan iniy serta telah pula menguraikan posits (dasai
gvgafan > maupun petiturn (apa yang dimohon/dituntut)
melalui gugatan ini ;

Menimbang, bahwa atas dasai' hal-hal tersebut
diatas, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat tidak
dapat dinilai sebagai tidak Jelas, tidak sempurna atau
kabur
Teihadap eksepsi Yyang pada pokoknya menyatakan bahwa
Pengadilan belum berwenang mengadili gugatan Penggugat
karena pada saat gugatan diajukan ternyata Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kspala Badan Pertanahan Nasio-
nal No, 3 Tahun 1999 telah berlaku secara efektif ;

Menimbang, bahwa eebagaiwana  dikemukakan
Tergugat | Intervensi dalam eksepsinya, sesuai Kketen-
tuan pasal 12 sub a Peraturan tersebut diatas menyata-
kan bahwa : Kewenangan pembatalan Keputusan pemberian
hak atas tanah dan atau penerbitan Sertifikat Hak
Milik atas tanah yang telah dikeluarkan oleh Kepala
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kotamadya yang
terdapat cacat hukum dalam proses penerbitannya ada Jah
menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Perta-

nahan Propinsi ; --

Menimbang, bahwa namun demikian ketentuan
pnaal 12 suba Peraturan terbukanlah

mengenal Upaya Admfn[niratip - ®oagaimana  dimaksud

dalam ket an Pasal 48 Undaig-Undang No.5 Tahun

1 sehingga dengan demikian tidak ada kemjlban

bagi Penggugat >h upaya administrasi

terlebih dahulu dengan Instrumen  pasal

tern 'but ;
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| m «t fwnir~«M rwar

«M W t. N t . o O J— «-U »J

A | r - »

- & t™"&r SVK&d
Cu/sf &

“nyai tanak didrkst r&pang

— cEp Aty M | NN (A nA (08 @pr -

***]1 pernah bersemi dengan H.Abd.Karlm. tetapi
BENn ; -»

SMoP/J? By o oy
*m *kke iy berikut -

Ba.ma saksi kenaldengan

~ ***xxx Hur /IWF membeli tanak dari h.Bora ;
Bal,TJlang Tek TJong pernah membeli tanahnya H.Bora .»-

~ **FxxEx teumh ***«  dtl*1J  Stiklmen dan TJlang Tek TJeng
dr<) H*&RE& by tntik LR Rk, " .

- Bahm tanah yang dibeli U mg Hok yang sekarang berdiri

gudang dulunya terbentuk sawah ; --------—-—--—.
&*fm$ benar tanah yang dibLiong
dmgm tanahnya ft.Bera dan B
Bahm Stik itsmmpameh membeli dari
pernah keberatan terhadap Barid Tendean dan
—bf Himan

Mahm M . dflat. . be hJlet oleh H Arafah dalam
Mi$ tgmh fiktif aemkrta t

*  f$mtr daH laporan adalah

i$am % : *

gmktrnm dm fJ*mg tek TJmig pernah Juga

LT e* oV I t*t'M ** t'

AL S I
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"li2l17'an£> bahwa atas dasar u'timbangan
tersebut Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata
Usaha Negara Makassar tidak dapat dinilai belum berwe-
jcu<E mengaalli gugatan Penggugat, sehingga karenanya
eksepsi mengenai hal Ini haruslah dikesampingkan ;-—-

d. Terhadap eksepsi yang pada pokoknya menyatakan : -------

- Sei 11Pikat Hak Milik No.l0O6/Bira atas nama TJlang
Tek Tlong dan Sertifikat Hak Milik No. 1038/Bira atas
nama Ricky Tandiawan tidak lagi dapat menjadi obyek
sengketa karena kedua sertifikat telah dibatalkan
dan yang tinggal dan menurut hukum harus menjadi
obyek sengketa semestinya sertifikat No.1137/Blra
atas nama Heru Sugiyanto, sehingga menurut pasal 62
ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 gugatan
Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima,
serta

- Dalil yang menyatakan perihal persii 57 Dv.Il yang

tidak menyebutkan nomor kohir, Pengadilan mempertim-

bangkan sebagalberikut
Bahwa sesuai bukti BUku Tanah
Hak Milik No. fernyata Buku Tanah 1ni telah dima-
tikan oleh Tergugat karena sertifikat,
yaitu SertifikatHak Milik No.1033/Blra atas nam
Ricky Tendtawan ; ------------------- % ~

B?hwa  selanjutnya Buku Tanah Hak Milik
No.1038.Blra Juga ulah dimatikakarena

habis, dan kemudian diterbitkan buku tanah Hak Milik

No. U37 d»>=n U @ukti T-4), masing-masing tertt
atas nama Hevu Sugianto dan Tandlawan ; --------------
Menimbang, bahwameskipun sesuai fakta hukum

bahwa buku tanah Hak HIUKk No. 106/Blra telah dimatikan

Disclaimer
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i&eahamum Sertifikat u

hk3n seagalberikut
B&h B j]ra>>>i L di
menjadi )
obyek sengketa
perkara Tata Ua*h« m y 9 dalajn
3aha adalah "keputusan Tata Usaha

Negara yang antara Jajn
harus memenuhi Kkriteria

r-ebagslhana dJmaksiid
oalam pasal 1 angka 3 Undang-

LlIldsng No.5 Tahun 1QQ2
j986> y™# dalam perkara ini keputu

san Tata Usaha Ne&ir* i*
"a dimaksud adalah sertifikat-

sertifikat an tertulis
yang atas nawa Para TFergugat

vensi dan menurut dalil Penggugat telah diterbit-

kan oleh Tergugatdengan cara-cara yang bertentang
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
sewenang-wenang serta melanggar Asas-Asas Umum
in tanan lang Baik terutama asas ketelitian dan Kkecer-
matan

Bahwa  apakah sertifika t-sertifikat obyek
sengketa dimaksud telah memenuhi kriteria keputusan
Tata Usaha Negara seperti dimaksud pasal 1 angka 3
Undang-Undang No.5 Tahun 1986, hal tersebut akan
diuraikan nanti dalam pertimbangan pokok perkara —

Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan
sebagaimana terurai diatas, Pengadilan berpendapat
bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat maupun Para Tergugat
Intervensi dapat dinilai tidak cukup beralasan, se-

hingga karena m m eksepsi-eksepsi tersebut haruslah

dftoJ
PALIA I\ KOKPHAM
nn aobagoimaa telah dlkemukakm
a ini adalah keputusan Tergu
Obyek lahm

_ at. j itu Sertifikat
Disclaimer nghat . Mi a I t U
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Hak Milik No. BRtao ,, ......
flkat Hak MIUk No.lO6'Bi " Tjian* Teh Tjong, Senti-

beserta Jd . . ... - o Te* TJong

Bira atas H1 4 //0. 038/

Nak MIU k
sertiflkat Hak Mk N&@ooospransrl, T
" A (bUKti T1 rr s, .tinkat m u k
*t9a /,am (bukti  T.Inv.111-1)

dan SertifikatHak M 111k No m

-f>-141/Blr a ataa nama Eddy P dan
Fredy Simardl (bukti P~i2.fi

Menimbang.
bahwa aertiilkat-oertlflkat obyek

sengketa tersebut Kkiranya ) ) )
tidak diperban tahkan lagi

adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara )
sebagaimana

dimaksud ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5

iahun 198b karena telah memenuhi
unsur-unsur pasal terse-

but, yaitu :—

- Penetapan tertulis ; -- - e
Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara
Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negai'a yang berdasar-
kan pera turan perundang-undangan yang berlaku ; ----—----—--

- Bersifat konkrlt, individual dan final serta ; ---—--—--- --
Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan
hukum perdata ; -

Menimbang, bahm oleh karena telah memenuhi unsur
unsur keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud
talam pasal 1 angka 8 Undang-Undmg No.5 Tahun 1986v maka
sertifikat-sertifikat tersebut adalah sah untuk menjadi

obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara ini ; — =

Menimhafga bahwa sertiflkat-seritflkat obyek

%Qn%lﬁlixn@nesi;tbgu!’aé Lﬁnpséau;tnencanl\mrﬁ§ Moﬁan\ palp!) I@ nlarjalurat gM&ﬁ&%enBﬁﬂQ&H gt@‘;;tlayagrjﬂ]iptg\gﬂnsi dan akuntabilitas
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{an pembatalannya atas dasar
alasan alasan yang pada

pokoknya sebagal berikut

Ba,W=* Penffguga tmengaku memiliki sebidang tanak empang
seluas kurang lebih 8,15 Ha, Persil 57 Dw 11 yang

terletak dl Kampung Parangloe, Kelurahan Blra, Tanalan-

res (dulu Biringkanaya)

- Bahwa sebagian empang Penggugat tersebut telah dijual
kepada Liang How selua3 7000 tf, Abd.Halim seluas 300
kk, Drs.H. Sultan Baso Modi seluas 3000 bf, H.Tayeb
seluas 2000 bk, Yayasan Murul Islam seluas 50u0 bf,
PEMDA Tk.Il Ujung Pandang seluas 2300 M2 dan terkena
pembebasan Jalan Tol seluas 18.445 bkt total seluruhnya
yang telah dijual/dlbebaskan seluas 38.195 M2, Jadi
bisanya adalah seluas 47.205 M- yang mana selain kepada
pihak-pihak tersebut diatasf Penggugat tidak pernah
menJual/memindah tangankan kepada orang lain dan sampai
oiat ini masih dikuasai dan diusahai oleh Penggugat *—

- Bahwa diatasd tanah Penggugat Persil 57 Dw 11 tersebut
ternyata telah diterbitkan oleh Tei®gugat sertifikat-
sertifikat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara
ini, dengan demikian penerbitan sertifikat-sertifikat
dimaksud cacat hukum dan salah lokasi, sehingga tinda-
kan Tergugat dapat dikategorikan a- bagai bertentangan
dengan g>eraturan perundang-undangan yang berlaku,
sewenang-wenang serta melanggar Asas-asas Umum Pemerin-
tahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud Ketentuan
Pasal 53 ayat (2) a, b dan c Undang-Undang Mo.5 Tahun

1988
Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut

Eieslf;:i\tri]:r;an MahkamaPA@q %publikpug!'gaqm%@k sel&tﬁnlr%rkt]mkagijmggixganhan aprgsuéai bgt!kalrrltmen M&%ghggluhgﬁl&elayamw,péﬁ!gransi dan akuntabilitas
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Menimbang, bahwa fakt* h,,i
ts hukm «te ffrtw u tersebut

P*» bukti-bukti surat tersebut diatas
w ternyata didukung

deng3!® keterangan saksi 11 0,
1 Perggygat vyang  bernanti

H.Cagalyy pada tahun 1979C-,NTi. *
pai dengan tahun 2000,

sakSl adal3h seb*9*i Kepala Kampung atau
sekarang sama

dengan Ketua M di Kelurahan Parangloe, )
yang dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain : -

- Bahwa persil 57 Dvv IT k%, -
11 kohlr ~  CI adalah satu petak

empang, luas 8,45 Ha yang terletak di Kelurahan Parang-

loe ysng sesuai buku F fouku F ~ N
didepan persidangan oleh saksi) tertulis
atas nama
H. Karim -
Bahwa buku F Kelurahan Parangloe tersebut .
diperoleh

sewaktu saksi . . .
menjabat sebagai kepala Kampung di Kelur-

ahan Farapgloe dan buku F mana diperoleh dari Pak

Lurah Parangloe ; ---—--—---

Bahwa keberadaan buku F Kelurahan Parangloe di

tangan saksi H.Caco M ternyata bersesuaian dengan
ke tera

ngan
g saksi 10 Tergugat Intervensi, yaitu Drs.Abd.Rahim

Bshtiar
yang menjabat sebagai Kepala Kelurahan (Lurah)

Parangloe semenjak bukan Agustus 1996 sampai dengan tahun
,ang dibawah sumpah menerangkan antara lain
Bafwa benar H.Caco M pernah menjabat sebagai Ketua RW

n kelurahanParangloe Makassar dan berhenti pada akhir

tahun 2000 ;

Disclaimer
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Fara Tergugatintervensi ,
y$ng
must dalam Jawaban niasfp” ~Puya seperti ter-
"Pertj /-,
Menlmbang, bah™ dtitle:
"Pa;,'aA fol
tersebut fenggugs t
mempertimbangkan timya, Pengadilan _,
ke terangan WUl b
9 eakal-saksi yan& , , dan

* "e <U«fukan dadaw -
¢ Perkara IRi

sepanjang yang dianggap

Perkara

mengajukan buktj-btdrtl surat w .7 ¥ M Fmongat
ysltu antara lain *

| Penjualan, tanggal 5 September

yang pada
'‘angkan

menj ual R Aasr |
empang (satu)

p\"\r  yy dengan
harga Pp- 100.000.- fseratus ribu rupiah> dengan

bayar
kentang., jual beli mana disaksikan oleh Kepala
Kampung
Farangloe, dan terlihat oleh Kepala Distrik B ifs
(periksa bukti P -1) -
Surat Ketetapan luran PembaDagah
atas

Nama  Wajib Bayar tertulis Karlng Hadji bin Ab. Ungka,
luas 8,45 Ha, No.57, Kelas Desa Il, Jenis Tanah Empang,
Kohir 349 CI (buJrtl P-2) ———mmmoeee-
Bagian lembaran Buku F Kampung Farangloe, yang menunjuk
kan bahwa persil 57 Dw 11, luas 8,45 Ha, tercatat atas
nams Hadji Karim No. 349 (periksa Bukti P-6) ; -----—-—--—

Burat Keterangan Camst Ta ilahi9 a No,593, "IQ5/KT, JK/2001
tanggal 21 September 2001, yang antara lain menerangkan
bahwa H.ABP.KAEIM adalah benar memiliki selidang tanah
empang seluas 3?45 Ha? persil No,d? Pins Il Kohir 34 mt;

yang terle tak di Jalan Ir. Sutami (ToD Kelurahan Parang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Ag g§: blik Ind i gr mﬁ:t Ihmemrn minf I ai}n kinj dan akyr; i beMﬁmgmiﬁ Agi ucrllg‘et nan pyblik lspara.nsi dan akuntabilitas
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Fyang ada pada saudara H.Caco M masih

hgf'lakU «

M e nimban g ,bahwa berdasarkan bukti P-I p-o P-6

p-8 tersebut dia tas

dan dihubungkan dengan Kketerangan

eSksi  Penggugat dan saksi Tergugat Intervensi yang
masing-vzsing pernah menjabat sebagai Perangkat Desa/
kelurahan Parangioe.Pengadilan mengambil kesimpulan : —
i- Bahwa adalah merupakan fakta hukum, tanah/empang
sil B Dvv Il,Kohir J49 seluas 8,45 Ha,
administratif memang telah tercatat dalam buku F
Kelurahan Parangloe, tertulis atas nama Hadji Karim
iPenggugat) “fakta mana tidak mungkin dihilangkan
begitu saja meskipun pejabat yang berwenang memegang
buku F dapat betganti, kecuali memang dapat dibuktikan
adanya peralihan hak atas tanah tersebut
Bahwa fakta hukum mana, juga didukung oleh kenyataan
Haj i karim (Penggugat)l ah yang diberi hak menerima
ga'nt'i kerugian oleh Panitia Pembebasan Tanah sehubu-
ngan dengan adanya Proyek Peningkatan Jalan Tol Ujung
Pandang yang dalam catatan yang tertera pada bukti
tertulis tanggal 27 April 89 yaitu seluas 17,646
kh, dan untuk keperluan cargo Terminal seluas 2,750 hh
yang dibebaskan oleh Pemda Kotamadya Ujung Pandang
~periksa bukti P-1l1 beserta lampirannyaf dan catatan-
catatan yang tertera pada Surat Keterangan Iluran
Pembangunan Daerah/Rincik bukti P-~2j, vyang ditanda
tangani oleh Sekretaris Panitia Pembebasan Tanah,
Am\bbas SapaJd ;
Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum seperti terse-
u Zlatas ternyata juga bersesuaian dengan keterangan
~3i,'i k&tig& Penggugat, yaitu A,Abbas Sapo yang pada saat

terjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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tangsi rr&njaba_t_/\leg
sumpah pada Yang d jbawah
- SL'e '+ "' 'm.ne-3ngkan antara J‘Qj.ﬁ?i .
- .Mima t.nar bin N
‘ /> -«-

barnran X
gantl rugi Jalan Tol =

@) bgaaabtan ., iicbuk ti  kepemiljj@anY¥

berupa Rincik Persj n
P 511 °7 Bvv 11 Konhi 349 CI
Bahwa aba bua ys7F <-.
_ n Keputusan Panitia pern-
Tanah, yaitu Surat Pembebasan .
jalan
da/7 KeputusanPembebasan untuk Kargo Pe
Bahwa bukti P-Uabalah benar =
Menimbang, bahwa menurut Pengabilan yang selan-

Jutnya perludibuktikan abalah persoalan a%%kr%ri]fi-

kat-sertifikat obyek sengketa balam perkara
memang

bi terbitkan oleh Tergugat diatas tanah yang merupa-
kan bagian bari persil 57 Dvv Il kohir 349 CIl, Pengadilan

azan mempertimbangkannya sebagai berikut

Bahwa Penggugat mendalilkan. ¢35t ini tanah persil 57
W v Ilj, Kohir 349 Cl| tersisa seluas 47,205 £P kalena
_uiyyj.an telah dialihkan kepada pihak-pihak seperti
tersehut pada point gugatan dan atas tanah yang
tersisa seluas 47,205 PK tersebut Penggugat tidak
pernah mengali hkan/menjual kepada siapapun ; -—--------mmmmmv
- Bahwa sesuai bukti-bukti yang diajukan oleh

maupun Para Tergugat Intervensi, diperoleh fakta-fakta

hukum sebagai berikui

ia Sertifikat Hak Milik No.122 atas nama Tjiang Tek

jjong luas 11.527 M2, berasal dari bekas tanah Milik

Indonesia persil No0.20,31 SII-574 CIl (bukti T.l.Inv-

1) 3
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Sertifikat Hak Milik No. 106 dan Sertifikat Penggan-

tinya, vyaitu Sertifikat Hak Milik a
nama Ricky Tadavaleata pecahannya, berasal
dari bekas tanah milikIndonesia persil No
404 cl ( buk
3. Sertifikat Hak Milik No2das name

Sukiman, luas 3.211 |I'f, berasal dari sebidang

s'‘awah bekastanah milik Indonesia persil 20 SlIlI
Cl (bukti T.10=T.;
4. SertifikatHak Milik No.atas nama
Sukiman? luas 4.004 , berasal dari sebidang tanah
— Jkosong, bekas tanah milik Indonesia Persil 20

kohir 153 ClI Blok 135 (bukti ;o

5. Sertifikat Hak Milik No.20042/Parangloe atas nama

Sukimanluas 3.958 IH, bkesebidang tanah
kosong, bekas tanah milik Indonesia, persll No. Sl
SU, Kohir @l Blok 135 (bukti 7.1.111-1) ; set".

6. Sertifikat Hak Milik No.141/Blra atas nama Eddy P

dan Fredy Sunardl luas 6757 Mm berasal dari bekao

TW o

tanah milik Indonesia Persil No0.20 S11-594 Cl (bukti

Bahwa dengan demikian luas keseluruhan sertifikat

sertifikat yang menjadi obyek ‘ngketa terse t>i

diatas adalah 41-b24 1f1$

bahwa selanj utnya menurut Kketeranyjn
aksi rima  T*rgvgat Intervennl yailu Abd,Rak im
Pg.Tompo di bmwah .tumpah pada pokoknya menyatakan antar .

lain "B&hPft tanah-tanah yang sertifikatnya mandaui

piscsimer obyek sengketa tersebut berada di Wi m/JVyang .U
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seksl mana memang

6M* * " voxn <Fewy b (tew o, TR . A,\nggugat yakni
//. tacti tf ySng pada )
va menyatakan : Bahwa di kelur-
farengloe ada 5RW,dan benar persilli ma

F* 17, luasnya adaiah 8,45 Ha ctan hanya terdiri dari satu

petak

Menimbang, bamm selanjutnya guna memperoleh
mmoaran Yyang letih konkrit dan meyakinkan. Pengadilan
telan melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi yang
Ssi n f ikatnya disengketakan, yang selengkapnya sebagaima-

na terrnuhr dalam Berits Acara Pemeriksaan Setempat.

tanggal S Desember 2001 dan diperoleh fakta-fakta hukum

sebagai berikut : ---- - - -
Bahwa tanah-tanah yang sertifikatnya disengketakan. o,
Su tami

- Bahwa tanah-tanah dimaksudletaknya disekeli 1

tanah yang menurut Penggugat telah dialihkan kepada
pinan-finak sebagaimana tersebut pada point gugata/

Penggugat <periksa Juga Gambar Lokasi obyek sengketa
yang dibuat oleh Panitera Pengganti, teriasmr dalam
Berita Acara Pemeriksaan Setempat) ; _
v mit ini. sudah tidak terlihat secara
apakali lokasi tersebut dulunya berupa sawah atau empati*
karena kenyataannya sudah ada beberapa bangunan ya;u.
berdiri disana, nmim khusus yang berada disebelah

selaran Jalan msuk kargo Pmda yaitu dilokasi S&rtifi

hat m 26 © if nyata terlihat adanya

mi A rit ~rm m. yang
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4 ha™2% . .. _ e - . = —wemy b -
Menimbang. pula bahwa sesiial fakt9 dl Persidangan
ternyata seluruk saksi Penggugat ia pokoknya men ataken
ahwa tarah-lanah vang sertifika tnya disengke taken dalan
pe kara ini dulunya berupa ’empangh sedangkan sebaliknya
saksi- 1iksl Tergugat Intervensi pada pokoknya menyatakan
tanah-tanah tersebut dulunya adalah "sawah"
Menimbang, bahwa atas adanya perbedaan keseksian
tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :—
Bahwa salah satu saksi Penggugat yaitu H, Caco M adalah
mantan Ketua RW IV di/nana seperti telah dlkemukakan
ueh saksi Tergugat Intervensi Abd.Rahim Dg. Tempo
ilmana RW IV adalah Wilayah dlI Kelurahan Parangioe
yt tanah-vanah sertifikat obyek sengketa beradak
ria atak sehingga dengan demikian H.Caco M lah vyang
dapat diharapkan mengetahui benar keadaan tanah-tanah
yang ada dlwj layahnya 7/
" % f ranah-laimh dimaksud secara administratif telah
/ lat dibuku F Kelurahan Parangioe sebagai Persil 57
-V IBy Ki ' 349 ClI, luas 3,45 Ha atas p[gma HadJi
Vv dan r-Tain itu sesuai RInclk (bukti P-2) tertu-

'km kits f Uuh ; Empang
Menimba v, balwma atas dasar alasan-alasan tersebut
F&gmiUw b rpsndapat kiranya keterangan H,Caco M 44
beru, -.-awian  h-ngan keterangan saksi-saksi Fenggugatlah.
yaih  r-minit h gadilan layak untuk dipercaya, sehingga

kat>«hpy# kev- tangan saksi-saksi Tergugat Intervensi
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Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada pertim-
bangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpenda-
pat bahwa kiranya telah terbukti dan tidgk diragukan lagi
bahwa sertifikat-sertifikat obyek sengketa memang telah
diterbitkan dia tas tanah/empang persil 57 D\7V |1, Kohir
349 CI, luas 3,45 Ha yang secara administratif telah

tercatat dibuku F Kelurahan Parangloe atas nama Haji

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap fakta sertifi-
kat-sertifikat obyek sengketa berasal dari bekas tanah
m|||k Ind()/nge%sia dengan kode-SIl yang berarti tanah
"sawah" {periksa serti fikat-serti fikat pada bukti—-bukti
tersebut diatas), oleh karena telah terbukti Persil 57
DWmIl, Kohir 349 Cl merupakan tanah empang, maka Penga-
dilan berpendapat bahwa hal tersebut membuktikan adanya

kesalahan lokasi atas sertifikat-sertifikat dimaksud ; —

Menimbang, pula bahwa oleh karena seperti telah
di kemukakan bahwa tanah empang Persil 57 DVV.II, Kohir
Nom349 CIl, luas 8,45 Ha secara administatif telah terca-

tat atas nama H.Karim (Penggugat) maka menurut hukum
hanya Penggugatlah yang berhak melakukan perbuatan-per-
buatan hukum untuk mengalihkan hak atas tanah tersebut
kepada pihak lain, sehingga dengan demikian terhadap
dalil dari Tergugat dan Tergugat Intervensi terutama yang
pada pokoknya mendalilkan bahwa terbitnya sertifikat-
sertifikat obyek sengketa didasarkan adanya suatu jual

beli dengan pihak tertentu, maka sepanjang hal itu men-

vangkut tanah yang merupakan bagian dari persil 57

Disclaimer
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha unfuk selalu mencantumkan i
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F OV mmat-ngai  t?atgt
e * ®
UM N EFRFEREEN\ K yhheftt rft»» » tWPWJ
vl e rMr WWW  »vu”~rH M  *#c#trnylkcri
Nfe x| WOBOER N W B+ » fwnfrfefi IS tinpgi
PEEIM WEFe W *<vow King telMh
Ujung

Joe* 1«*» memp

% Mia}mb mmtgkffta
0)«A ftorpttg'tf intervensi 11
UskimPUfim karmt** H.dmbaUngka (Penggu-

KpyKk >.-* * t
e xemidi&a telah terjadi per
m
>r&f WICNftwsAl cafc*an* tanggal 20 Nopember
f
X tersebut pada pokok
t Pihak Penggugat (H.fhmbo Ungka.Cm)
-pihak keuda (H.Pbd.Karimatas ob
pang Dw.57, No. @8l di kampu
Sesa Sira,Kecamatan Ujunu
seeusi Pk& September 1 ;

meskigsir cihak |1 H.fibd. Karim tidak
E£&*el** Surai Perdamaian itu, namun Hrkuu (,,
ta&r*m£a_twrtffnnr telah membuat pernyataan ygnu m&f#*

tskipi 1si perd-smaian tersebut (bukti Pi3.fi) t
, bahana berdasarkan peri kpt m hill

ian berpendapat bahwa meskipnu n
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sda Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang yang menguat-
Pan Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang dengan
timbangan seperti tersebut pada Putusan dimaksudf namun
Parena akhirnya terjadi suatu Perdamaian yang isinya
tersebut pada bukti P-13.A, maka hal tersebut
justru lebih menegaskan bahwa Haji Karim yang adalah juga
merupakan keluarga HmMArnbo Ungka memang berhak atas tanah
yang dikenal sebagai persil 57 Dvv,lIlI, Kohir 349 CI
seperti yang telah dipertimbangkan diatas ; -------——--—-——F-—m-
Menimbang p bahwa mengacu pada seluruh pertimbangan
seperti diuraikan diatasf karena telah terbukti sertifi-
kat-sertifikat obyek sengketa telah diterbitkan dilokasi
persil 57 Dvv,llp Kohir 349 CI9 luas 8945 Ha tertulis
atas nama Haji Karim, maka tindakan Tergugat yang telah
menerbitkan sertifikat-sertifikat obyek sengketa dalam
perkara ini dapat dinilai sebagai bertentangan dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melanggar
pula Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik9 vyaitu asas
ketelitian dan kecermatan, sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan pasal 53 ayat (21 a dan ¢ Undang-Undang No, 5
Tahun 18869 sehingga karena mana sertifikat-sertifikat
Obyek sengketa tersebut haruslah dibatalkan sebagaimana

akan terurai dalam amar putusan ; - --

Menimbang9 bahwa dengan demikian terhadap peti turn
gugatan pada angka 2 yang pada pokoknya mohon agar kepu-

tusan Tergugat berupa sertifikat-sertifikat obyek sengke-

ta dinyatakan batal9 serta petiturn pada angka <> yang pada

pokoknya mohon agar Tergugat diperintahkan mencoret dan

mencabut
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mencabut sertifikat-sertifikat obyek sengketa dari buku

tanah, harus dikabulkan ; — - - --

MenimbangP bahwa namun demikian terhadap peti tun
gugatan pada angka 4, yaitu agar mengembalikan batas-
batas tanah milik Penggugat sebagaimana semulap karena
hal tersebut tidak sesuai ketentuan pasal 97 Undang-
Undang

Menimbang * bahwa dengan demikian gugatan Penggugat
haruslah dikabulkan sebagian dan karenanya biaya yang

timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergu-

Menimbang9 bahwa selain apa yang telah diuraikan

dan dipertimbangkan seperti ters&but diatas, maka menge—

bukti -buk yang

dipandang tersebut tidak dipertimbang-

kan lebih lanjut dalam putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Na.35 Tahun 1999 tentang
perubahan Tahun 1970, Undang-
Undang Non5 Tahun 1986 serta peraturan-peraturan lain

yang bersangkutan  1* ' '

MEMGAJDIYr,T
J. DALAM EKSEPST

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat Intervensi
untuk seluruhnya k --—=-——-

11, DALAM POKOK PERKARA

tan Penggugat untuk sebagian AN __

Menyatakan batal

- Sertifikat
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- Sertifikat Hak Milik ffc.ISS/Blra, Gambar Situasi

No. 102471979, luas &f atas ieh

Tjong ;

Sertifikat Hak Milik No.10gambar

N0.230/1979 atas nama Tjiang Tek Tjong, luas

serta Sertifikat Penggantinya, yaitu Sertifikat
Hak Milik No. 1038,/Blra, Gambar Situasi No. 891/1994,
luas 8882 kfi atas nama Elcky Tamilawan serta seluruh

sertiflkat pecahannya /

Sertifikat Hak Milik  No.20032/Parangloe,  Gambar

Situasi No. 0000521999, luas 3211 M* atas nama

Sukiman

Sertifikat Halz Milik No.20009/Parangloe, Surat Ukur

32/1998, luas 4.004 kfi atas nama Sukiman dan Johni
UlJaya ;

~ Sertifikat Hak Milik No.20042/Parangloe, Surat Ukui
No. 00065/1999, Iluas 3.958 M- atas npama Sukiman,

serta ;

Sertifikat Hak Milik

N0.319/1979,

No.141/Gambar

tas nama Eddy P dan
Sunardi

3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan

mencoret
sertifikat-sertifikat obyek gugatan dari Buku 1 .4
milik Tergugat e

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul

dalam perkara ini sebesar Rp.303.000,- (tiga ratus

delapan ribu rupiah)

Demikianlahdiputuskan pada hari

Mei 20020leh tSTmiBOHO.SH HakimTunggal yang ditunjuk

Retua 0 -
Ptn%adi lan Tata Usaha Negora Makassar untuk memk
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telcih diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
oleh Hakim tersebut denpan dibantu oleh MAKKULAWANG*SH selaku
Panitera Penqgganti dan dihadiri oleh Kuasa Fenqqugat9 Kuasa
Tergugat Intervensi 111 tanpa hadirnya Tergugati atau kuasanya

dan juga tanpa hadirnya Terquqgat Intervensi /1 dan 11 atau

kuasanya ;

Fani tera Penqganti, unqgal,

/*%4 443% ¢
MAKKULAMNG, SH. J s I B OHO, SH

Perincian Biaya

1- Meterai Rp
2. Redaksi Rp
Panqqi 1lan Sidang Rp
5. Administrasi Rp
d u Ry % h RP  j0B. 000. -

(tiga ratus delapan ribu rupiah).
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